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Buntut Protes Rekrutmen Honorer Besar-besaran

OPD Ada Anggaran,
Sah-sah Saja

 Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat menyambut kunjungan Syekh Oday Akhras asal Gaza Palestina,
Senin (9/12/2019). (foto: Roni Bayu)

Syekh Oday Cerita Kekejaman Zionis Israel
Anak-anak dan Wanita Hamil Alami Tindakan Keji
PANGKALPINANG -

Ketua DPRD Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung (Ba-
bel), Didit Srigusjaya menangis
tersedu mendengar kisah
penderitaan masyarakat
Palestina yang diceritakan
oleh Syekh Oday Akhras asal
Gaza saat berkunjung ke ge-
dung DPRD Babel, Senin (9/
12/2019).

Syekh Oday melalui pener-
jemah mengungkapkan,
kekejaman yang dilakukan
oleh Israel dan sekutunya
kepada masyarakat Palestina
yang sangat keji, bahkan
keadaannya melebihi dari
gambaran seperti yang ada di
pemberitaan di televisi.

"Kekejaman ini tidak hanya
diterima oleh orang dewasa
saja, tetapi anak-anak kecil
bahkan wanita hamil juga
mengalami tindakan keji oleh
Zionis Israel," kata Syekh
Oday di ruang kerja Ketua
DPRD Babel.

Ia juga menyampaikan,

sejak Negara Palestina diem-
bargo oleh negara-negara
sekutu Israel, menyebabkan
taraf hidup masyarakat Pales-
tina mengalami kemiskinan.
Bahkan, diungkapkan dia, air
yang dikonsumsi oleh mas-
yarakat Palestina juga telah
dicemari.

"Sebanyak 80 persen mas-
yarakat Palestina mengalami
kemiskinan akibat embargo
tersebut, bantuan-bantuan
yang dikirim ke Palestina pun
banyak yang tidak sampai,
disita dan dirampas oleh
pasukan Israel," ungkapnya.

Sebagai tanda keprihatinan
dan rasa kebersamaan sesama
umat muslim, Didit mem-
berikan jam tangan pribadi-
nya dan sejumlah uang dari
Sekretariat DPRD Babel
kepada Syekh Oday sebagai
bentuk santunan kepada mas-
yarakat Palestina.

"Kita mengajak seluruh
komponen masyarakat Babel
u n t u k ke Hal 11 Kol 5

Hasil Verifikasi CPNS
Diumumkan 13 Desember

Pelamar ASN Pemkot 3.383 Orang
PANGKALPINANG -

Badan Kepegawaian dan Pe-
ngembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Pangkal-
pinang, akan mengumumkan
hasil Seleksi Administrasi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
tahun 2019, pada 13 Desember
mendatang.

Pengumuman dilakukan se-
telah Panitia Seleksi melakukan
verifikasi administrasi pada

berkas yang diupload oleh
peserta.

Plt Kepala BKPSDM Pang-
kalpinang, Eko Budi Hartono,
mengatakan pihaknya akan
mengumumkan hasil seleksi
administrasi setelah melakukan
verifikasi terhadap seluruh
berkas yang telah dilampirkan
dalam upload pendaftaran
peserta CPNS.

Menurut- ke Hal 11 Kol 1

Remaja Bawah Umur
Terlibat Curanmor

Baharita: Bupati Tidak Tahu
Wacanakan Kerjasama Pihak Ketiga
SUNGAILIAT - Buntut protes kebijakan

rekrutmen tenaga kontrak besar-besaran, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka
akan mendata seluruh honorer di setiap OPD
(organisasi perangkat daerah).

Pendataan tersebut untuk melihat dan perataan
pegawai kontrak dimasing-masing OPD.

Kepala BKPSDMD Bangka, Baharita mengatakan
pihaknya akan menyurati seluruh OPD dengan izin
bupati agar memberikan data jumlah honorernya.

"Bulan ini kita akan data, ada ke Hal 11 Kol 1

"Kedepan untuk
honorer ini kita
kerjasama
dengan pihak
ketiga. Jadi
bukan lagi
belanja
pegawai tapi
belanja barang
dan jasa,...”

 Baharita

Pelaku curanmor berikut barang bukti diamankan Tim Buser Polres
Pangkalpinang.

Sempat Lari ke Hutan

Cuaca Ekstrem

PANGKALPINANG -
Kendati usia Re (15) masih
dibawah umur, namun remaja
putus sekolah ini cukup mahir
dalam melakukan aksi keja-
hatan curanmor dan mengecoh
petugas.

Butuh waktu satu minggu
bagi tim Buser Polres Pangkal-

pinang untuk mengejar pelaku
pencurian sepeda motor ter-
sebut.

Remaja tamatan SD ini,
akhirnya berhasil ditangkap saat
berada dirumah orangtuanya di
kawasan Gandaria II Keca-
matan Gerunggang, Senin (9/
12/2019).

RE diduga pelaku pencurian
sepeda motor ke Hal 11 Kol 1

PT BAA Diberi
Waktu 3 Bulan

Gagal, Operasional Stop Sementara
SUNGAILIAT - Wakil

Ketua DPRD Bangka, Mendra
Kurniawan menyikapi per-
soalan bau busuk limbah pabrik
PT BAA yang dikeluhkan mas-
yarakat Kelurahan Kenanga
Kecamatan Sungailiat Kabu-
paten Bangka.

Mendra menyatakan bahwa
permasalahan tersebut sudah
dibahas oleh sejumlah unsur
Forkopimda bersama masya-
rakat dan pihak perusahaan
melakukan mediasi ditempat
terbuka, dan hasilnya diberikan
waktu selama 3 bulan kepada
perusahaan untuk mengatasi

limbahnya.
"Jadi soal PT BAA, kita sepa-

kat kemarin bersama forko-
pimda, masyarakat dan PT
bahwa perusahaan itu diberi-
kan waktu sampai dengan
Maret 2020 untuk mengatasi
masalah limbahnya," katanya
kepada sejumlah wartawan,
Senin (9/12/2019).

Selain itu kata Mendra, dari
Pemkab Bangka juga akan
membentuk Tim Independen
yang akan melakukan penilaian
dan pengecekan atas bau busuk
limbah pabrik PT BAA yang
dikeluhkan ke Hal 11 Kol 5

PT AKS Dikabarkan akan Ekspor 150 Ton Timah
Diklaim Dokumen Sudah Lengkap
PANGKALPINANG -

Setelah sekian lama sejumlah
eksportir timah swasta di
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tidak melakukan
ekspor timah batangan (tin in-
got), hari ini Selasa (10/11/
2019), salah satu eksportir yakni

PT Aries Karya Sejahtera (AKS)
dikabarkan hendak meng-
ekspor sebanyak 150 ton tin
ingot.

Perusahaan ini bersama
puluhan eksportir lain sebelum-
nya pernah diperiksa dan di-
audit oleh tim Tipiter Bareskrim

Mabes Polri didampingi jajaran
Reskrimsus Polda Babel, tahun
lalu. Namun hingga sekarang
belum diketahui hasil peme-
riksaan dan pendataan Bares-
krim tersebut.

Kabar yang didapat Rakyat
Pos, sebanyak 150 ton timah
batangan yang akan diekspor
PT AKS sudah berada di gudang

PT Tantra Karya Sejahtera
(TKS) di Pangkalbalam Kota
Pangkalpinang sejak pekan lalu.

Pihak TKS kepada wartawan
membenarkan akan ada eks-
port oleh PT AKS. Disebutkan,
semua surat dan dokumen yang
mesti dimiliki pun sudah
lengkap.

Selain itu, ke Hal 11 Kol 5



“Kecelakaan masih dido-
minasi korban kecelakaan roda
dua. Sebanyak  70 persen dari
lakalantas itu kendaraan roda
dua, dengan kelompok umur
muda yang masih produktif,”
imbuhnya.

Gencar Sosialisasi
Untuk mengurangi angka

kecelakaan lalu lintas ini, PT Jasa
Raharja, sambung Myland,
fokus menggalakkan beberapa
program, diantaranya police
goes to campus kerjasama
dengan Korlantas Polri untuk
memberikan edukasi ke maha-
siswa terkait berkendara yang
benar.

“Kemudian ada juga pendi-
dikan transportasi kerja dengan
perusahaan, memberikan
safety driving dan membantu
masyarakat untuk bisa menda-
patkan SIM dengan serang-
kaian pendidikan, supaya lebih
disiplin dalam berlalu lintas,”
sebutnya.

Tak hanya itu, menjelang hari
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 Tercatat 172 Korban Meninggal

Jasa Raharja Salurkan
Santunan Rp10,2 Miliar

P A N G K A L P I N A N G –
Hingga Senin (9/12/2019), PT
Jasa Raharja telah menyalurkan
santunan bagi korban kece-
lakaan sebanyak Rp10,2 milliar.
Santunan ini diberikan paling
banyak kepada korban kece-
lakaan lalu lintas jenis kendaraan
roda dua di Provinsi Bangka
Belitung (Babel).

Kepala PT Jasa Raharja Ca-
bang Babel, Agus Doto Pitono
menyebutkan klaim ini dibe-
rikan kepada 172 korban me-
ninggal dunia, satu diantaranya
karena kecelakaan kapal laut,
dengan total klaim Rp
8.525.000.000.

“Untuk korban luka-luka
sebanyak 119 korban dengan
total klaim Rp1.534.846.438,
secara keseluruhan termasuk
biaya ambulan dan pengu-
buran, total klaim Rp 10,2
miliar, periode 1 Januari hingga
9 Desember 2019,” ungkap Agus
kepada wartawan, Senin (9/12/

2019).
Kecelakaan yang menga-

kibatkan korban meninggal
dunia ini, lanjut dia, paling
banyak adalah warga sipil seba-
nyak 169 jiwa, sedangkan luka-
luka sebanyak 118 korban.

Sementara itu, Direktur Ke-
uangan PT Jasa Raharja, Myland
menyebutkan secara nasional
total klaim yang sudah diba-
yarkan hampir Rp 2,5 triliun.

“Kami mengutamakan kece-
patan dalam memberikan san-
tunan kurang dari dua hari,
begitu ada kecelakaan, sudah
kita serahkan santunan, semoga
bisa membantu korban,”
terangnya saat berada di Kantor
Jasa Raharja Cabang Babel.

Ia melihat ada kenaikan santu-
nan di tahun 2019, karena dari
korban meninggal dunia menu-
run, tapi yang luka-luka, selain
karena biaya perawatan naik
juga jumlah korban juga mening-
katkan dibanding tahun 2018.

libur keagamaan atau perayaan
lebaran, natal dan tahun baru,
Jasa Raharja juga memiliki pro-
gram mudik gratis agar warga
yang tadinya berniat mudik
dengan kendaraan roda dua bisa
memanfaatkan mudik gratis ini.

“Kendaraan roda dua bukan
didesain untuk perjalanan jauh,
makanya kami punya program
mudik gratis. Sekitar 250.000
pemudik diharapkan berpati-
sipasi dalam program itu,”
pungkasnya. (nov/10)

Workshop Fasilitasi UMKM Babel Academy di Soll Marina, Senin (9/12/19).(foto: istimewa)

300 Peserta Ikut Seleksi UMKM Babel Academy

PANGKALPINANG -
Sebanyak 300 peserta mengi-
kuti seleksi Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Babel
Academy yang dilaksanakan
Pemprov Babel selama dua hari
mulai 9-10 Desember 2019.

Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Pemprov Babel,
Yanuar mengatakan pada pro-
gram ini para peserta terbaik
akan dikirim ke luar negeri dan
ketika kembali ke Babel dapat
menjadi mentor UMKM.

“100 peserta terbaik akan
dikirim keluar dan menjadi duta
UMKM Babel. Mereka setelah
kembali ke tanah air, akan
menjadi mentor UMKM demi
mewujudkan UMKM Babel
berkelas dunia,” kata Yanuar
saat membuka Workshop Fasi-

litasi UMKM Babel Academy
di Soll Marina, Senin (9/12/19).

Sejalan dengan program peme-
rintah pusat, Pemprov Babel, kata
dia, terus mempersiapkan SDM-
SDM unggul di Babel. Pemprov
juga sedang menjalankan trans-
formasi ekonomi dari pertam-
bangan ke pariwisata. Oleh sebab
itu, pemerintah mempersiapkan
SDM unggul di berbagai sektor
sehingga memperluas kesem-
patan berusaha.

“Pemprov terus menggali
potensi sumber daya alam dan
SDM guna mendukung trans-
formasi ekonomi agar kesem-
patan berusaha semakin ber-
tambah. Dengan begitu angka
pengangguran dapat berkurang
dan tingkat kesejahteraan ma-
syarakat pun meningkat,” ujar

Yanuar.
Selain itu, pemerintah juga

harus memsosialisasikan agar
masyarakat peduli dan menyadari
bahwa pariwisata mampu meng-
gerakan ekonomi Babel melalui
penyedian barang dan jasa.

“Pariwisata diyakini mampu
meningkatkan kesejahteran
masyarakat melalui penyediaan
barang dan jasa bagi wisatawan.
Kehadiran produk kuliner,
hasil pengolahan perikanan,
kerajinan dan jasa penyedian
transportasi mampu menarik
wisatawan ke Babel,” katanya.

Dia menambahkan, langkah
menuju transformasi ekonomi
ke sektor pariwisata harus diper-
siapkan dengan baik dan di-
dukung SDM yang berkualitas.
Tanpa SDM berkualitas, kata-

nya, multi efek tidak akan
dirasakan jika masyarakat Babel
hanya menjadi penonton saja.

“SDM unggul harus diper-
siapkan agar kita tidak hanya
jadi penonton. Masyarakat
Babel harus menjadi pelaku
UMKM yang mendukung
pariwisata,” tambahnya.

Selanjutnya, Yanuar ber-
harap program UMKM Babel
Academy bisa menjadi gerakan
dalam menghasilkan UMKM
Babel berkualitas sehingga
mampu mendukung kemajuan
pariwisata dan menggerakan
ekonomi Babel.

“Hari ini kita tetapkan bahwa
Babel memiliki SDM pekerja
keras, dinamis, menguasai Iptek
dan siap menghadapi situasi
kekinian sehingga SDM Babel

tidak tertinggal dengan daerah
lain. Kita inginkan Babel memiliki
SDM berkualitas yang mampu
menggerakan ekonomi dan
mewujudkan UMKM Babel
berkelas dunia,” harapnya.

Kabid Pemberdayaan Usaha
Kecil Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Babel, Hastuti menga-
takan 300 peserta ini merupakan
peserta yang lulus seleksi tahap
pertama UMKM Babel Aca-
demy. Adapun peserta yang men-
daftar pada UMKM Babel Aca-
demy mencapai 2105 peserta.

“Sebanyak 300 peserta ini
lulus seleksi tahap pertama.
Diharapkan dari mereka ini
nantinya terpilih calon mentor
UMKM berkelas dunia untuk
memajukan UMKM Babel,”
katanya.(nov/rls/10)

Donor darah yang digelar di Kantor Cabang PT Jasaraharja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel),
Senin (9/12/2019). (foto: Nurul Kurniasih)

Sambut HUT ke-59
Donor Darah Jasa Raharja, 50 Kantong Terkumpul

P A N G K A L P I N A N G -
Menyambut Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-59, PT Jasa Raharja
(Persero) menggelar kegiatan
donor darah di Kantor Cabang
PT Jasaraharja Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung (Babel),
Senin (9/12/2019).

Pada kegiatan yang dimulai
pukul 09.00 hingga 13.00 Wib
ini berhasil terkumpul 50 kan-
tong darah yang akan diproses
lebih lanjut oleh PMI Pang-
kalpinang. Dari 64 calon pen-
donor, terdapat 14 pendonor
yang ditolak karena berbagai
hal.

Direktur Keuangan PT Jasa
Raharja, Myland menyebutkan
rangkaian kegiatan menyam-
but HUT Jasa Raharja pada 2
Januari 2020 mendatang, di-
awali dengan bakti sosial.

“Ada beberapa kegiatan,
salah satunya kegiatan donor
darah ini untuk membantu
masyarakat yang membutuh-
kan,” kata Myland kepada
wartawan ditemui disela-sela
donor darah.

Sementara itu ,  Kepala

Bidang Akuntansi, Keuangan
dan Program Kemitraan Bina
Lingkungan Jasa Raharja
Babel, Agus Sihaloho me-
nyebutkan, kegiatan donor
darah diikuti oleh mitra Jasa-
raharja, baik BUMN, peme-
rintah daerah dan swasta serta
sektor lainnya.

“Harapan kita bisa mem-
bantu masyarakat yang mem-
butuhkan, dan kedepan Jasa
Raharja bisa lebih baik lagi
dalam melayani masyarakat,”
kata Agus.

Dia berharap, darah yang
didapat, bisa diproses oleh PMI
dan bermanfaat bagi masya-
rakat Babel karena seperti
diketahui, ketika terjadi kondisi
darurat, transfusi darah ini
sangat dibutuhkan.

“Kami percayakan kepada
PMI untuk memproses lebih
lanjut darah yang didapat,
karena pastinya ada pemer-
iksaan lanjutan terhadap darah,
disamping pendonor sudah
mengisi formulir sebelum men-
donorkan darahnya,” katanya.
(nov/10)

Bandara Depati Amir (foto: Muhammad Irfan)

Bandara Depati Amir
Raih Penghargaan

PANGKALPINANG -
Bandara Depati Amir kembali
meraih penghargaan berupa
“Bandara Award 2019” yang
penilaiannya diselenggarakan
oleh Majalah Bandara bekerja
sama dengan Kementerian
Perhubungan.

Dalam penganugerahan yang
digelar di Jakarta pada Jumat (6/
12) malam itu, Bandara Depati
Amir ditetapkan menjadi Ban-
dara Terbaik ke-2 dalam Nomi-
nasi Bandara yang dikelola oleh
PT Angkasa Pura 2.

Pemberian penghargaan itu
disaksikan Menteri Perhu-
bungan Budi Karya Sumadi,
Dirjen Perhubungan Udara
Kemenhub Polana, Direktur
Bandar Udara Kemenhub Pra-
minto,  perwakilan kepala
daerah, serta perwakilan Direksi
Angkasa Pura 1 dan Direksi
Angkasa Pura 2.

Selain itu, Bandara Depati Amir
Bangka juga dinyatakan sebagai
peringkat ke-3 dari 100 Bandara
di Indonesia yang ikut dalam acara
Bandara Award 2019.

Executive General Manager
PT Angkasa Pura II Bandara
Depati Amir Chuanda mengaku
bersyukur atas penghargaan
yang diterima manajemen
bandara yang beroperasi di

Pangkalpinang, Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung itu.

Pihaknya berharap, kede-
pannya Bandara Depati Amir
dapat terus berkembang dan
meningkatkan pelayanan ke-
pada pengguna jasa pener-
bangan, khususnya di Bangka.

Chuanda menegaskan bahwa
prestasi yang diperoleh itu
merupakan hasil kerja keras
semua jajaran dan karyawan di
Pangkalpinang, serta dukungan
penuh dari pemerintah daerah
setempat.

Sebelumnya, Bandara Depati
Amir mendapat Penghargaan
Adhitya Karya Mahatva Yodha
Award 2019 dengan kategori
mitra kerja terbaik dari
Pemprov Bangka Belitung.

Pada September 2019, Ban-
dara Depati Amir meraih em-
pat penghargaan sekaligus, yakni
“Best Airport by Size and
Region”, “Best Environment and
Ambience by Size”, “Best
Customer Service by Size”, dan
“Best Infrastructure and Facility
by Size” untuk bandara berpe-
numpang dibawah dua juta jiwa.

Penghargaan tersebut dibe-
rikan “Airport Council Inter-
national” (ACI) yang merupakan
lembaga kebandarudaraan
internasional. (antara)

Jelang Natal dan Tahun Baru 2020
Stok Sembako

Cukup, Harga Stabil
PANGKALPINANG - Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung (Babel) mengintensifkan
kegiatan inspeksi mendadak
sembilan bahan pokok, guna
memastikan ketersediaan dan
harga sembako stabil menjelang
Natal dan Tahun Baru 2020.

“Saat ini stok beras, gula pasir,
daging, cabai, bawang dan lainnya
cukup dan harga masih stabil,” kata
Kepala Dinas Pangan Provinsi
Kepulauan Babel, Ahmad Damiri di
Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan hasil kegiatan
sidak di sejumlah pasar tradisional
dan modern di Kota Pangkalpinang,
Kabupaten Bangka, Bangka Barat
dan Bangka Tengah ketersediaan
sembako dan harga masih stabil
serta permintaan normal.

“Saat ini hanya daging ayam
yang mengalami kenaikan dari
Rp30.000 menjadi Rp33.000 per
kilogram, karena permintaan yang
mulai mengalami peningkatan,”
ujarnya.

Sementara itu, harga beras, gula
pasir, minyak goreng, telur, daging
sapi dan lainnya masih bertahan
normal.

“Diperkirakan harga sembako
jelang Natal dan Tahun Baru ini tidak
akan mengalami kenaikan tinggi
yang akan memberatkan ekonomi
masyarakat kurang mampu dalam
menyambut hari kebesaran agama
ini,” katanya.

Menurut dia meskipun harga dan
permintaan masih normal, namun
pihaknya tetap meningkatkan
kegiatan sidak sebagai antisipasi
kenaikan harga yang akan
memberatkan ekonomi masyarakat
kurang mampu.

“Saat ini tim sedang melakukan
sidak sembako di pasar tradisional
Kabupaten Bangka Selatan, Bang-
ka Barat dan kegiatan ini akan
dilanjutkan ke Belitung serta Beli-
tung Timur,” katanya.

Ia berharap masyarakat tidak
melakukan aksi borong yang akan
memicu kenaikan harga dan inflasi
daerah ini.

“Kita pastikan stok cukup, karena
pasokan sembako dari luar daerah
masih lancar bahkan mengalami
peningkatan untuk memenuhi kebu-

tuhan masyarakat,” katanya.

Gelar Pasar Murah
Pemprov Babel akan menggelar

pasar murah menyambut Natal
2019 dan Tahun Baru 2020, se-
bagai upaya menjaga stabilitas
harga bahan pokok menjelang hari
besar keagamaan tersebut.

“Dalam waktu dekat ini, k ita
menggelar pasar murah di tiga titik,”
kata Kepala Dinas Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Ahmad
Damiri di Pangkalpinang, Senin.

Dia mengatakan kegiatan pasar
murah berupa  beras, minyak
goreng, gula pasir, bawang, cabai
dan kebutuhan lainnya akan digelar
di Kota Pangkalpinang, Kabupaten
Bangka, dan Bangka Tengah,
sehingga masyarakat dapat
mendapatkan sembako dengan
harga terjangkau.

“Besok (Selasa) kita menggelar
rapat koord inasi pemantapan
kegiatan pasar murah dan diha-
rapkan dapat menekan kenaikan
harga sembako menjelang Natal
dan Tahun Baru nanti,” ujarnya.

Menurut dia kegiatan pasar murah
ini bekerja sama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan,
Bulog dan instansi terkait lainnya.

“Hasil pemantauan di lapangan,
saat ini hanya harga daging ayam
yang naik menjadi Rp33.000 dari
sebelumnya Rp30.000 per kilo-
gram, sementara sembako lainnya
masih normal,” katanya.

Ia menambahkan Dinas Pangan
Provinsi Kepulauan Babel selama
2019 telah menggelar 25 pasar
murah di Kota Pangkalpinang,
Kabupaten Bangka, Bangka Barat,
Bangka Tengah, Bangka Selatan,
Belitung dan Belitung Timur, se-
bagai langkah mengantisipasi
kenaikan harga sembako dan
inflasi menjelang hari besar ke-
agamaan, cuaca buruk yang
menghambat pemasukan barang,
gagal panen dan lainnya.

“Alhamdulillah, pasar murah ini
cukup efektif menekan kenaikan
harga sembako dan inflasi di daerah
kepulauan ini yang masih mengan-
dalkan pasokan dari luar daerah
untuk memenuhi kebutuhan sembako
masyarakatnya,” katanya. (antara)

Agus Doto Pitono



Lomba Ibu ASI dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 dan Pekan ASI Sedunia (PAS) di
ruang pertemuan Dinkes Bangka, Senin (9/12/2019).(foto: Riski Yuliandri)
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Mulkan Ingin Tiap Tahun
Raih Piala Adipura

kukan kegiatan Jumat bersih
yang rutin dilaksanakan setiap
Jumat.

“Saya minta dukungan selu-
ruh OPD dan ASN di Kabu-
paten Bangka untuk menjaga
kebersihan di masing-masing
kantor. Kita juga harus terus
melakukan Jumat bersih.
Semoga tiap tahun Adipura kita
dapatkan,” harapnya.

Selain memberikan bonus
kepada pasukan kuning, dia juga
memberikan penghargaan ke-
pada sekolah Adiwiyata tingkat
Kabupaten Bangka yakni, MTS
Plus Bahrul Ulum Islamic Center,
SDN 23 Mendobarat, SDN 3
Bakam dan MA Darul Abror.

Dalam kesempatan itu, Mul-
kan memberikan bantuan alat
kebersihan kepada kelurahan
yang memenangkan lomba
kebersihan untuk mendukung
upaya meraih kembali Piala
Adipura tahun 2019.

“Selain menjaga lingkungan
kantor kita, kita juga jangan
pernah bosan untuk mengajak
masyarakat membudayakan
hidup bersih dan menjaga
lingkungan rumahnya masing-
masing,” tegas Mulkan.

Dia juga meminta untuk
menjaga dan memelihara
fasilitas umum yang dibangun
oleh pemerintah sebagai wadah
bersosialisasi ataupun bermain
keluarga agar bisa tetap bersih.

“Dengan begini, semoga Adi-
pura dan penghargaan lainnya
terus bertambah setiap tahun-
nya untuk Kabupaten Bangka,”
tutup Mulkan.(mla/10)

Stok Beras Aman
Hingga Triwulan I 2020

S U N G A I L I A T -
Pemerintah Kabupaten Bangka
memastikan stok beras di daerah
itu selama tiga bulan pertama
tahun 2020 tetap aman.

Kepala Dinas Pangan Kabu-
paten Bangka, Elius Gani di
Sungailiat, Sabtu, mengatakan
kepastian keamanan stok beras
pada tiga bulan pertama tahun
2020 berdasarkan informasi
data dari Bulog Subdivre
Bangka per 6 Desember 2019.

“Data yang kami dapatkan
dari Bulog Subdivre Bangka per
6 Desember 2019, tercatat total
2.100 ton beras,” jelasnya.

Jumlah tersebut, kata dia,
akan disalurkan kepada ma-
syarakat di wilayah Pulau Bang-
ka sebanyak 1.200 ton dan 900
ton disalurkan ke masyarakat di
Pulau Belitung.

“Data jumlah stok beras yang
tersimpan di gudang Bulog

tersebut dihitung menyeluruh
untuk dua pulau, bukan masing-
masing kabupaten,” jelasnya.

Ia menjelaskan stok beras
nasional aman sampai Maret
2020 mencapai sekitar 4,76 juta
ton, stok tersebut akan ber-
tambah menjadi 6,75 juta ton
seiring ada panen pada di akhir
Desember 2019 dan April 2020.

Menurutnya, beras yang
akan didistribusikan ke ma-
syarakat pada Januari sampai
akhir Maret 2020 dijamin ber-
kualitas baik, karena peme-
rintah melalui pihak Bulog akan
memusnahkan stok beras yang
sudah beberapa tahun ter-
simpan.

“Masyarakat jangan khawatir
beras dari Bulog kualitas rendah,
karena beras yang sudah lama
disimpan di gudang Bulog akan
dimusnahkan oleh pemerintah,”
katanya. (antara)

Pemkab Bangka Ditargetkan
16 Peserta KB Pria

SUNGAILIAT - Peme-
rintah Kabupaten Bangka
mendapat target peserta
keluarga berencana (KB) pria
atau vasektomi dari pemerintah
pusat pada tahun 2020 seba-
nyak 16 orang.

Hal itu dikatakan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pember-
dayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak (DP2KBP3A)
Kabupaten Bangka, Nurita di
Sungailiat, Senin.

“Tahun 2020 kami men-
dapat target peserta KB pria
dari pemerintah pusat atau lebih
banyak dibandingkan target
tahun 2019 yang sebanyak 14
orang,” katanya.

Dia mengakui, untuk peserta
KB pria masih membutuhkan
optimalisasi penyuluhan oleh
para kader karena dianggap
masih cukup rendah pesertanya.

Dikatakan, KB pria lebih pada
memberikan perlindungan
keselamatan bagi para ibu
karena ada sejumlah ibu yang
tidak memungkinkan menjadi
peserta KB akibat penyakit

tertentu.
“Kondisi seperti ini yang

mengharuskan pihak pria
menjadi peserta KB vasektomi
dengan alasan keselamatan
istrinya,” ujarnya.

Pihaknya optimis, target
tersebut dapat tercapai selama
tahun 2020 dengan pertim-
bangan keberhasilan capaian
target tahun 2019.

“Kami berhasil melampui
target capaian peserta KB pria
tahun 2019 sebanyak 16 orang
dari target yang ditetapkan
sebanyak 14 orang,” katanya.

Menurutnya, pihaknya me-
rencanakan agenda kegiatan
penyuluhan langsung kepala
kaum pria untuk diberikan
pemahaman pentingnya men-
jadi peserta KB pria.

Vasektomi adalah operasi
kecil (bedah minor) yang dila-
kukan untuk mencegah trans-
portasi sperma pada testis dan
penis, vasektomi merupakan
prosedur yang sangat efektif
untuk mencegah terjadinya
kehamilan karena bersifat
permanen. (antara)

Pemkab Bangka Dorong Pemdes
Mandiri Kelola Potensi Desa

SUNGAILIAT -
Pemerintah Kabupaten Bangka
mendorong pemerintah desa
harus mandiri dalam menyerap
dana pembiayaan dengan cara
mengoptimalkan pengelolaan
kekayaan potensi desanya.

Bupati Bangka, Mulkan di
Sungailiat, Senin mengatakan,
ke depannya seluruh peme-
rintah desa secara bertahap
dituntut mampu mandiri men-
dapatkan dana pembangunan
dengan manfaatkan kekayaan
alam yang dimiliki masing-
masing desa.

Dikatakan, semua desa memi-
liki kekayaan alamnya seperti
dari sektor pertanian, perke-
bunan, pariwisata, budaya,
usaha mikro dan sektor lainnya
harus dikelola dengan maksimal.

“Semua desa ke depannya
mampu membiayai kebutu-
hannya sendiri dan tidak lagi
ketergantungan anggaran dari
pemerintah pusat maupun
daerah,” jelasnya.

Untuk mengelola kekayaan
alamnya kata bupati, peme-
rintah desa harus melibatkan
seluruh unsur di desa seperti
Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), kelompok pemuda,
tokoh masyarakat, tokoh pe-
muda dan kelompok lainnya.

“Tidak akan berjalan dengan
maksimal jika dalam penge-
lolaan alam hanya dilakukan
oleh pemerintah desa tanpa
melibatkan pemangku kepen-
tingan desa,” katanya.

Mulkan melihat masih ba-
nyak potensi alam di wilayah
desa yang belum dimaksimalkan
dengan baik untuk kepentingan
pembangunan dan kesejahte-
raan masyarakat desa.

“Hak keleluasan pemerintah
desa mengelola sumber daya
alamnya harus dapat dimanfaat-
kan dengan baik guna kepen-
tingan pembangunan,” ujarnya.

Dia mengatakan, terdapat 62
desa di delapan kecamatan di
Kabupaten Bangka harus saling
berkoordinasi, tanamkan keber-
samaan membangun daerah.

“Saya minta transfer dana
dari pemerintah yang cukup
besar ke pemerintah desa harus
dipergunakan untuk
memperkuat perekonomian
dan pembangunan desa atau
sesuai petunjuk penggunaan
dana desa,” jelasnya.(antara)

Peringati HKN dan PAS
Dinkes Bangka Gelar Lomba Ibu ASI

SUNGAILIAT - Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten
Bangka menggelar Lomba Ibu
ASI dalam rangka peringatan
Hari Kesehatan Nasional ke-55
dan Pekan ASI Sedunia (PAS)
di ruang pertemuan Dinkes
Bangka, Senin (9/12/2019).

Sedikitnya ada enam bayi dua
tahun (baduta) beserta orang
tua dan pendamping dari pus-
kesmas se-Kabupaten Bangka
ikut dalam lomba ini. Dalam
kegiatan tersebut yang menjadi
penilaian seperti status ibu dan
perilaku sehat, pemeriksaan

gizi, pemeriksaan fisik anak dan
pengetahuan ASI.

Berdasarkan penilaian ter-
sebut ditetapkan sebagai Juara
1 yaitu Septia Lita Seba perwa-
kilan dari Puskesmas Sinar Baru,
Juara 2, Baiq Desy perwakilan
dari Puskesmas Batu Rusa dan

Juara 3, Arfika Yusrita perwa-
kilan dari Puskesmas Kenanga.

Kepala Dinkes Kabupaten
Bangka dr Then Suyanti me-
ngatakan bahwa ASI mem-
punyai peranan yang sangat
penting dalam menentukan
kualitas sumber daya manusia
kedepan.

“ASI sebagai makanan yang
terbaik dan sempurna bagi bayi.
Dengan mendukung setiap ibu
yang berhasil menyusui akan
berkontribusi pada pencegahan
masalah gizi buruk sehingga
dapat meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di masa
mendatang,” ungkapnya.

Dia menambahkan pembe-
rian ASI kepada bayi meru-
pakan kewajiban bagi ibu dan
merupakan hak bagi bayi.
Untuk itu, Then berharap
kepada ibu menyusui terus
memberikan ASI selama 24
bulan.

“Selama 24 bulan bayi itu
wajib mengkonsumsi ASI, oleh
karena itu kepada ibu-ibu
jangan sampai putus untuk
memberikan ASI kepada bayi
karena hal itu akan mem-
pengaruhi tumbuh kembang
bayi,” terangnya.

Sementara itu, Kasi Gizi
Dinkes Kabupaten Bangka, Desi
Yanti menyebutkan kegiatan
lomba ASI bertujuan memo-
tivasi ibu agar memberikan ASI
eksklusif kepada bayi dan
melanjutknnya sampai bayi
berumur 24 bulan.

“Kegiatan lomba ASI diha-
rapkan agar dapat meningkatkan
kesadaran para Ibu dan semua
pihak terhadap pentingnya ASI
bagi bayi, dan kegiatan ini dapat
dilaksanakan setiap tahun agar
para ibu terus termotivasi untuk
memberikan ASI eksklusif pada
bayi hingga usia 24 bulan,”
ungkap Desi.(mla/10)

Serah Bonus- Bupati Bangka, Mulkan menyerahkan bonus kepada petugas kebersihan usai apel pagi di halaman Kantor Bupati Bangka, Senin (9/12/
2019).(foto: Riski Yuliandri)

 189 Pasukan Kuning Diberi Bonus
SUNGAILIAT - Peme-

rintah Kabupaten Bangka
memberikan bonus kepada
189 anggota pasukan kuning
atau petugas kebersihan yang
memiliki pengaruh besar atas
pencapaian penghargaan
Adipura tahun 2018 lalu.

Bonus tersebut langsung
diberikan oleh Bupati Bangka,
Mulkan setelah melaksanakan
apel pagi bersama dengan selu-
ruh OPD di halaman Kantor
Bupati Bangka, Senin (9/12/
2019).

Dia berharap dengan bonus

tersebut dapat memberi sema-
ngat kepada pasukan kuning
untuk lebih giat dan semangat
membersihkan sampah yang
ada di Kota Sungailiat maupun
lokasi lainnya.

“Ini merupakan bentuk apre-
siasi dan wujud terima kasih
kami. Semoga ini bisa me-
rangsang kinerja pasukan ku-

ning serta seluruh OPD untuk
lebih semangat untuk mem-
bersihkan daerah kita dari
sampah sehingga bisa menda-
patkan Adipura lagi tahun ini,”
ungkap Mulkan.

Orang nomor satu di Kabu-
paten Bangka tersebut juga
meminta seluruh OPD dan pe-
gawainya untuk terus mela-

Elius Gani
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Dishub Babel Ingatkan
Maskapai Penerbangan

2018/2018 total penumpang
sejumlah 118.491 pax. Se-
mentara prediksi untuk Nataru
2019/2020 ini mencapai
119.492 pax. Diperkirakan ter-
jadi peningkatan jumlah pe-
numpang sebesar empat persen.

Dishub, tambah Megawati,
mengingatkan maskapai pener-
bangan untuk mempertim-
bangkan penjualan tiket sebesar
30 persen dari tarif batas atas
dengan harga terjangkau kala-
ngan medium ke bawah. Hal ini
sebagai upaya dalam mem-
berikan keringanan bagi ma-
syarakat yang akan merayakan
hari raya keagamaan di Babel.

“Selain itu, pertimbangan
harga tiket terjangkau tentu saja
berdampak bagi peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan
yang akan merayakan per-
gantian tahun di Babel. Paling
utama adalah pelayanan yang
diberikan maskapai kepada
penumpang,” ingatnya.

Ditambahkan Megawati, saat
ini maskapai yang beroperasi di
Bandara Depati Amir sebanyak
enam airlines dengan 29 kali
penerbangan. Pada periode
Nataru 2019/2020 akan ada
tambahan satu kali pener-
bangan dari maskapai nasional.

Rakor juga meminta pihak
terkait untuk mempersiapkan
pembentukan Posko Angkutan
Natal 2019 dan Tahun Baru
2020 di bandar udara.(nov/
rls/3)

 Pertimbangkan Penjualan Tiket 30
Persen

PANGKALPINANG -
Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) bersama pihak terkait
melakukan koordinasi awal
kesiapan angkutan udara
menjelang Natal 2019 dan
Tahun Baru 2020 (Nataru).

Rapat Koordinasi (Rakor)
digelar di ruang pertemuan PT
Angkasa Pura II Bandara
Depati Amir Pangkalpinang,
Senin (09/12/2019).

Kepala Dinas Perhubungan
(Dishub) Babel diwakili Kepala
Bidang Pengendalian Opera-

sional dan Kebandarudaraan
Megawati mengungkapkan,
rakor dilakukan untuk meng-
himpun data awal guna me-
ngetahui kesiapan sektor per-
hubungan udara, termasuk
menyiapkan berbagai alternatif
untuk menanggulangi naiknya
volume penumpang.

“Persiapan dan koordinasi ini
diharapkan mampu memak-
simalkan kinerja dinas per-

hubungan, khususnya me-
nyangkut kesiapan angkutan
udara dalam memfasilitasi ma-
syarakat serta tetap mengu-
tamakan keselamatan dan ke-
nyamanan,” ujarnya.

Dalam rakor, sebut Mega-
wati, dipaparkan juga jumlah
penerbangan, prediksi lonjakan
penumpang dan maskapai yang
akan siap mengangkut pe-
numpang. Pada periode Nataru

Pihak-pihak terkait turut serta dalam Rakor awal kesiapan angkutan udara menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang digelar di ruang
pertemuan PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Senin (09/12/2019).(foto: istimewa).

Bawaslu Gelar Uji Coba Seleksi CAT Panwascam

KOBA - Proses seleksi Pan-
was Kecamatan di Kabupaten
Bangka Tengah akan memasuki
tahapan tes tertulis.  Pada
tahapan ini, Bawaslu Bangka

Tengah akan menggunakan
sistem Computer Assisted Test
(CAT) yang akan dilaksanakan
serentak secara nasional pada
Jum’at (13/12/2019).

Untuk memastikan kelan-
caran pelaksanaan CAT ter-
sebut,  Senin (09/12/2019)
kemarin, Pokja Pembentukan
Panwas Kecamatan Bawaslu

Kabupaten Bangka Tengah
melakukan uji coba pelak-
sanaan CAT di titik tempat
pelaksanaan CAT yang telah
ditetapkan, yakni di SMAN 1
Koba.

Ketua Pokja Pembentukan
Panwascam Bawaslu Bangka
Tengah, Robianto mengatakan
pihaknya akan menggunakan
55 unit komputer milik SMAN
1 Koba dari total 60 unit kom-
puter yang disediakan.

“Sebanyak 55 unit komputer
akan kita gunakan untuk seleksi
CAT dan CAT ini hanya kita
lakukan dalam satu sesi saja
sebagaimana yang telah kita
laporkan langsung ke Bawaslu
RI melalui Bawaslu Provinsi,”
ujarnya Senin (9/12/2019) ke-
marin disela-sela kegiatan uji
coba.

Robianto mengungkapkan,
pelaksanaan uji coba sistem
CAT merupakan agenda se-

rentak yang dilaksanakan di
seluruh kabupaten/kota di In-
donesia yang akan melak-
sanakan Pilkada serentak tahun
2020 mendatang.

“Tadi (kemarin-red) sudah
kita laksanakan ujicoba sistem
CAT di SMAN 1 Koba. Ujicoba
ini kita lakukam guna me-
mastikan tidak ada kendala
dalam pelaksanaan seleksi CAT
mendatang,” ungkapnya.

“Alhamdulillah dari hasil
ujicoba ini semuanya berjalan
lancar dan kita juga tadi sudah
memastikan kecepatan internet
disini (SMAN I Koba) mencapai
52 MBPS. Kecepatan inter-
netnya stabil dan memang tadi
ada beberapa PC saja yang
memang kondisi agak ter-
ganggu. Tapi, jumlah minimal
sebanyak 55 PC yang akan kita
fungsikan sudah terpenuhi,”
tambahnya panjang lebar.
(rell/ran/3).

55 Pelamar Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi

Ketua Bawaslu Bangka Tengah Robianto meninjau lokasi ujicoba tes calon Anggota Panwascam Bangka
Tengah menggunakan sistem CAT di SMA Negeri 1 Koba, Senin (09/12/2019). (foto: tamimi).

SEMENTARA itu, selain melaku-
kan uji coba pelaksanaan CAT, Pokja
Pembentukan Panwascam Bawaslu
Kabupaten Bangka Tengah pada
Senin (09/12/2019) kemarin, juga
sudah merampungkan hasil penelitian
administrasi terhadap berkas-berkas
pelamar bakal calon Panwascam.

Dari hasil penelitian administrasi,
Robianto menyatakan sebanyak 55
orang pelamar dinyatakan lulus seleksi
administrasi dari total 56 orang yang
telaj menyerahkan berkas lamaran.
“Satu orang yang tidak lulus ini
memang dikarenakan berkasnya
tidak lengkap,” ungkapnya.

Dikatakan Robianto, rincian 55
orang yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi tersebut terdiri dari 38
orang laki-laki dan 17 orang perem-

puan yang tersebar di 6 kecamatan di
Kabupaten Bangka Tengah.  “Untuk
rincian per kecamatan, antara lain
Kecamatan Koba sebanyak 12 orang
terdiri dari laki-laki 8 orang dan
perempuan 4 orang, Kecamatan
Lubuk Besar sebanyak 7 orang terdiri
dari laki-laki 5 orang dan perempuan
2 orang, Kecamatan Sungai Selan
sebanyak 10 orang terdiri dari laki-
laki 6 orang dan perempuan 4 orang,”
ungkapnya.

“Selanjutnya Kecamatan Simpang-
katis sebanyak 7 orang terdiri dari
laki-laki 5 orang dan perempuan 2
orang, Kecamatan Pangkalan Baru
sebanyak 10 orang terdiri dari laki-
laki 9 orang dan perempuan 1 orang,
Kecamatan Namang sebanyak 9
orang terdiri dari laki-laki 5 orang dan

perempuan 4 orang,” sambungnya.
Robianto menyampaikan nama-

nama calon Panwascam yang dinya-
takan lulus administrasi diumumkan
melalui media massa. Selain itu, para
calon juga dapat mengecek melalui
laman Bawaslu Bangka Tengah http:/
/batengkab.bawaslu.go.id, atau media
sosial Facebook @bawaslukabupaten
Bangka Tengah dan Instagram
@bawaslu_bangkatengah serta
Twitter @bawaslubateng.   “Selain itu,
pengumuman calon yang lulus admi-
nistrasi ini akan kita tempel di seluruh
kecamatan dan titik-titik strategis
lainnya guna mendapat masukan dari
masyarakat,” ucapnya.

“Kami sangat berharap adanya
masukan dari masyarakat terhadap
rekam jejak para calon. Masukan ini

disampaikan secara tertulis sesuai
dengan formulir yang telah kami
siapkan. Untuk identitas masyarakat,
tentunya akan kita rahasiakan,”
terangnya.

Para calon yang telah dinyatakan
lulus seleksi administrasi ini,
menurutnya berhak untuk mengikuti
CAT pada Jum’at, 13 Desember 2019
di ruang laboratorium komputer
SMAN I Koba dan tes wawancara
pada tanggal 14 s.d. 17 Desember
2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten
Bangka Tengah.

“Untuk CAT kita harapkan para
calon Panwascam sudah hadir di
lokasi tes pada pukul 07.30 WIB,
karena pelaksanaan tes kita mulai
tepat pukul 08.00 WIB,” tandasnya.
(rell/ran/3).

Akses Kesehatan di Bangka Tengah Cakupi Semua Desa
KOBA - Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka Tengah
membangun akses kesehatan
yang mampu mencakupi semua
desa.

“Sekarang akses kesehatan
sudah mencakupi semua desa.
Kami sudah membangun akses
itu dalam rangka memberikan
pelayanan kesehatan yang

optimal,” ujar Kepala Dinas
Kesehatan Bangka Tengah, dr
Bahrun R Siregar, Senin (09/12/
2019).

Dikatakannya, semua sa-
rana dan prasarana pendu-
kung untuk melancarkan
akses kesehatan tersebut su-
dah dibangun dengan kondisi
lebih baik.

“Pelayanan kesehatan cepat
dan tepat menjadi tekad peme-
rintah daerah. Tentu akses
sangat penting, sehingga ma-
syarakat tidak terkendala jarak
untuk datang ke pusat kese-
hatan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, semua
desa di daerah itu sudah diba-
ngun pusat kesehatan desa

(Puskesdes) dan bahkan satu
desa ada yang memiliki dua
hingga tiga Puskesdes.

“Puskesdes ini merupakan
ujung tombak pelayanan kese-
hatan di desa yang merupakan
pusat kesehatan pembantu dari
Puskesmas,” tuturnya.

Ia menambahkan tenaga
medis sudah tersebar secara

merata ke seluruh kecamatan
dan desa. Demikian juga de-
ngan ketersediaan obat.

“Pada 2020, juga diren-
canakan pembangunan rumah
sakit pratama di Desa Sungkap.
Ini juga bagian dari akses
kesehatan yang lebih dekat
dengan warga,” tukasnya .
(ran/3).

Pemkab Bateng Gelar
Berzikir dan Bersyukur

Bersama Habib
KOBA - Pemkab Bateng

menggelar kegiatan Bangka
Tengah berzikir dan bersyukur
bersama Al Habib Alwi bin
Hamid bin Syhab & Al habib
Husein bin Umar Assegaff, Senin
(09/12/2019) di Masjid Agung
Ar- Raihan Pemkab Bateng.

Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Bupati Bangka Tengah,
Ibnu Saleh, Wakil Bupati Bang-
ka Tengah Yuliyanto Satin,
Kepala OPD dan pegawai ASN
Pemkab Bangka Tengah.

Bupati Bangka Tengah Ibnu
Saleh seusai kegiatan menyam-
paikan kegiatan berzikir dan
bersyukur bersama itu dalam
rangka bagaimana cara kita
mensyukuri dan bertawaduk
atas kenikmatan yang telah
dilimpahkan kepada kita.
Makanya, perlu dihayati selu-
ruh pegawai, sehingga pegawai
selalu bersemangat dalam men-
jalankan aktivitas dalam me-
layani masyarakat.

“Makin banyak bersyukur,
maka makin banyak nikmat-
nikmat yang lain yang akan
diberikan Allah SWT kepada
pegawai Pemkab Bangka Te-
ngah. Untuk itu, kita harapkan
juga seluruh aparatur selalu

berinovasi, mawas diri, intro-
peksi diri dan selalu bersyukur
sebanyak-banyak mungkin,”
katanya kepada Rakyat Pos,
Senin (09/12/2019).

Ia mengajak agar para pe-
gawai selalu mensyukuri apa
yang kita dapatkan untuk
Bangka Tengah saat ini.

“Pemkab Bangka Tengah
sudah banyak mendapat peng-
hargaan dan prestasi hingga saat
ini, dan besok Pemkab Bangka
Tengah kembali akan mene-
rima penghargaan dari Menteri
Hukum dan HAM. Tentu selu-
ruh keberhasilan ini atas ridho
Allah SWT, jika tidak karenanya
kita tidak bisa berbuat apa-apa,”
katanya.

Ia berharap, kegiatan berzikir
dan tausiah tersebut dapat di-
manfaatkan sebaik-baiknya
oleh seluruh ASN Pemkab
Bangka Tengah dengan me-
ngambil manfaat dan nikmat-
nya berzikir.

“Kepada Al-Habib Alwi bin
Hamid bin Syhab & Al-Habib
Husein bin Umar Assegaff
saya harapkan bisa kembali
hadir  dalam per temuan-
per temuan se lanjutnya, ”
tukasnya. (ran/3).

Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh menyampaikan sambutan pada acara
kegiatan Bangka Tengah berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT di
Masjid Ar- Raihan Pemkab Bangka Tengah, Senin (09/12/2019). (foto:
tamimi).
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Gubernur Ingatkan ASN
Bekerja Sesuai Aturan

Pemprov Babel, terus berupaya
memperkuat pencegahan ko-
rupsi, sesuai dengan arahan Tim
Korsupgah KPK RI.

“Dengan adanya arahan Tim
Korsupgah KPK itu, Babel saat
ini, termasuk 4 besar provinsi
yang capaian pencegahannya
sudah di atas 70 persen. Namun
demikian, kita tentu tidak boleh
lengah terhadap apa yang sudah
kita capai. Kita terus berusaha
untuk menyempurkan sistem
yang ada di Pemprov Babel,”
ungkap Erzaldi.

Karena, sambung dia, melalui
sistem yang baik dan benar
inilah pencegahan terhadap
korupsi itu bisa dilakukan. “Jadi,
kita harus merubah paradigma,
orang jangan merasa diawasi,
terus diawasi, karena sistemnya
tidak kuat,” pungkasnya.

Erzaldi berpandangan, kalau
sistemnya tidak kuat, akan mem-
beri peluang untuk berbuat
korupsi. Makanya pencegahan
yang dilakukan Pemprov Babel,
ditegaskan Erzaldi,  adalah de-
ngan memperkuat sistem.

“Dengan kuatnya sistem, kita
berharap korupsi bisa dicegah,
disamping kita terus mensosia-
lisasikan melalui event-event
tentang anti korupsi. Karena
event-event inilah secara tidak
langsung juga akan membuat
perubahan karakter dan mental
baik dari anak-anak terus sampai
dewasa,” jelas Gubernur Erzaldi.

Inspekstorat juga, masih di-
katakan Gubernur Erzaldi,
untuk pencegahannya, harus
diperkuat. “Inspektorat kita
harus menjalankan fungsi dan
tugasnya, dan membina sekali-
gus memeriksa. Kepada ka-
wan-kawan (ASN-red) di Pro-
vinsi Babel, jangan takut untuk
berdiskusi dengan Inspektorat,”
tutup dia. (rell/3)

Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat “ngopi” bareng Menpan RB, dan Gubernur Jatim, sesaat sebelum Puncak Peringatan Hari Antis Korupsi
Sedunia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). (foto: istimewa)

 Hadiri Peringatan Harkodia 2019 di KPK
PANGKALPINANG - Gu-

bernur Kepulauan Bangka Be-
litung (Babel), Erzaldi Rosman,
Senin (9/12/2019) pagi, meng-
hadiri Peringatan Hari Anti
Korupsi Sedunia (Harkodia)
Tahun 2019 yang diselenggara-
kan di Gedung Merah Putih
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kuningan Persada  Ja-
karta Selatan.

Peringatan Harkodia Tingkat
Nasional itu, selain dihadiri
Pimpinan KPK, juga dihadiri
Ketua MPR RI, sejumlah Men-
teri Kabinet Indonesia Maju,
Gubernur se- Indonesia dan
unsur terkait lainnya.

Gubernur Erzaldi disela-sela
kegiatan itu, mengingatkan
kepada seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Babel untuk bekerja
sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku, dan paham ter-
hadap hukum.

“Pesan saya terhadap ma-
salah korupsi ini, tingkatkan
kemampuan kita, tingkatkan
pemahaman baik terhadap apa
yang kita kerjakan maupun
kepamahaman kita terhadap
hukum. Jangan sampai nanti
kinerja kita turun gara-gara kita
tidak paham hukum. Dan kita

harus memiliki kemampuan
yang terus di upgrade, sehingga
kita mampu melaksanakan
kegiatan yang baik dan benar.
Teruslah berkembang, tingkat-
kan kinerja. Imbal balik berupa
kenaikan TPP akan terus kita
lakukan. Ini dalam rangka kita
memperbaiki kondisi penda-
patan ASN,” kata Gubernur.

Berkenaan dengan persoalan
hukum ini, diungkapkan Gu-
bernur, guna memberikan pen-
dampingan hukum terhadap
para ASN yang agar bekerja
sesuai aturan hukum yang ber-
laku, Pemprov telah bekerja
sama dengan pihak kejaksaan.

Dengan adanya kerja sama itu,
menurut Gubernur, kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh
Pemprov Babel betul-betul
kebijakan yang taat dengan
aturan, sekaligus memberikan
manfaat bagi masyarakat.

“Karena, orang (ASN-red) kan
takut melakukan sesuatu karena
takut salah, keliru, Undang -
Undang belum ada, aturanya
masih ragu-ragu. Makanya, kita
buatkan ruang untuk mereka
bertanya, agar yang mereka
lakukan tidak salah arah. Karena
akibat takut itu, kinerja ASN kita
menjadi menurun. Namun, se-
lama benar, kenapa takut,” ujar
Gubernur.

Pemprov Babel, ditambahkan
Erzaldi, dalam rangka mencegah
terjadi korupsi di Lingkungan

Kajari Belitung menempelkan stiker anti korupsi ke kaca mobil salah
satu pengguna jalan, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi
Sedunia Tahun 2019. (foto: dodi)

Kalau Ingin Bersaing Harus Persiapkan Diri

PANGKALPINANG - Wakil
Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka
Belitung, Abdul Fatah membuka
Kegiatan Parenting and Teaching 5.0

di Hotel Bangka City, Pangkalpinang,
Senin (9/12/2019).

Dalam sambutannya, Wagub me-
ngatakan, dengan perkembangan
jaman yang begitu cepat saat ini, harus
mempersiapkan diri dengan baik.

"Kalau kita ingin bersaing, kalau kita
ingin memenangkan sesuatu, pertama
yang harus kita persiapkan adalah diri
kita, untuk siap di tahun-tahun yang
akan menentukan event tersebut dalam
kehidupan bernegara,"  ungkap Wagub.

Lebih lanjut Abdul Fatah men-
jelaskan, dalam perkembangan jaman
saat ini, juga harus mampu me-
ningkatkan dan memberdayakan
seluruh sumber daya manusia yang
ada, sehingga dapat bersaing di era 4.0.

Terkait dengan Parenting dan tea-
ching  5.0, diungkap Wagub Abdul
Fatah, merupakan terobosan baru,
dimana dengan perkembangan tek-

nologi dan informasi yang semakin
pesat dari sisi manusianya harus
mampu meningkatkan dan menguasai
teknologi tersebut dengan baik.

Ditambahkannya, dengan adanya
kegiatan parenting dan teaching 5.0,
seluruh peserta dapat menyerap de-
ngan baik atas masukkan yang di-
sampaikan oleh motivator tersebut,
sehingga akan menghasilkan buah
kreativitas yang dapat diaplikasikan
dalam kehidupan sehari hari dan
mampu bersaing dalam kehidupan.

Sementara itu, Pendiri Sekolah
Menengah Atas Selamat Pagi Indo-
nesia yang juga seorang motivator,
Julianto Ekaputra menjelaskan, ke-
majuan jaman saat ini, dibutuhkan
sumber daya manusia yang mampu
mengendalikannya dengan baik, se-
hingga mampu mengontrol tanpa
harus tertinggal dengan adanya ke-

majuan jaman.
Julianto menegaskan, dirinya saat ini

juga mengelola Sekolah Selamat Pagi
Indonesia yang dikelola dengan sistem
gratis, siswa yang belajar di sekolah ini
tidak dipungut bayaran.

Dengan adanya sekolah ini, Ia merasa
mampu meningkatkan kreativitas anak
- anak didiknya, terutama dalam
mengikuti kemajuan jaman yang ada.

Menurut dia, anak - anak didik yang
diajar di sekolah tersebut merupakan
anak - anak yang tidak mampu, namun
mereka mampu untuk melakukan
kreativitas yang lebih dan luar biasa dari
anak - anak yang kebanyakan.

Julianto menyebutkan, banyak dari
anak - anak Sekolah Selamat Pagi
Indonesia yang sudah pergi melakukan
perjalanan ke manca negara, seperti
Singapura, Hongkong, Italia, Eropa dan
lain sebagainya. (sentosa/3)

Basel Target 2020 Raih Predikat
Kabupaten Sehat

 Fungsi Bappeda Hanya Koordinator
TOBOALI - Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Bangka
Selatan (Basel), Provinsi Kepu-
lauan Banka Belitung, me-
nargetkan tahun 2020 dapat
meraih Predikat Kabupaten
Sehat. Indikator dan item-item
untuk menerima predikat ka-
bupaten sehat dari pemerintah
pusat telah ditindaklanjuti oleh
Pemkab Basel.

Hal tersebut diungkapkan
langsung oleh Plt Kepala Bap-
peda Basel Herman, Senin (9/12/
2019) siang, saat dikonfirmasi
wartawan. Dikatakan, dalam
meraih predikat, tugas Bappeda
hanya sebagai koordinator.

"Fungsi Bappeda hanya koor-
dinator, leading sektornya tetap
ada di dinas kesehatan. Sebe-
narnya item-item dan indikator
untuk meraih predikat kabu-
paten sehat ini sudah kita la-
kukan kemarin," ujarnya.

Hanya, mungkin, penilaian
yang diberikan oleh kementerian
kesehatan pada indikator yang
dibuat pemkab belum maksimal.
Untuk itu, tahun 2020 ditarget-
kan Basel dapat meraih predikat
kabupaten sehat.

"Jadi, kabupaten sehat nya
harus kita capai. Karena bagai-
mana pun caranya, target kita ta-
hun 2020 yang paling utama
adalah hal itu. Nanti akan koor-
dinasi lagi dengan dinas kesehatan
untuk capaian itu," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I
DRPD Basel Armadi menye-
butkan, tidak masuknya Basel
sebagai Kota Sehat karena
memang Basel tidak meng-
usulkan ke pusat.

“Ini memperlihatkan bahwa
Basel sebagai kabupaten yang
tidak siap dan tidak diper-
siapkan menjadi Kota Sehat,
akibat kemunduran dalam

mengelola masyarakat dan
potensi potensi yang ada kea rah
Basel Sehat,” jelasnya.

Politisi PAN ini mengatakan,
ada beberapa poin penting yang
harus diperhatikan adalah per-
tama,  semua take holder harus
bergerak sedini mungkin.  Bukan
hanya moment mau penilaian.
Penataan kawasan yang sehat,
lalu lintas harus tertib, memiliki
kawasan wisata sehat dan bersih.

Selain itu, ketahanan pangan,
pelayanan transportasi yang
baik,  ketahanan pangan dan
gizi, kehidupan sosial masya-
rakat yang sehat dan mandiri.

“Hal ini kita sayangkan, mo-
ment dan kesempatan baik ini
tidak dipergunakan untuk me-
ngangkat grade Bangka Selatan
di kancah nasional,  sehingga
tidak ada nilai saing yang di-
dengung-dengungkan selama
ini,  hanya sebatas wacana dan
tataran teori saja,” pungkas
Armadi. (raw/3)

Gerai Kerajinan Diharapkan jadi Daya Tarik Wisatawan
MANGGAR - Produk seni kerajinan telah

berperan secara nyata dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rakyat yang pada
giliranya dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara luas.

Mengingat perannya yang penting dan
strategis, serta potensinya yang sangat besar
untuk meningkatkan kreatifitas, maka seni
kerajinan yang ada di Kabupaten Belitung Timur
difasilitasi dengan sarana dan prasarana untuk
dapat lebih memperkenalkan produk yang telah
dihasilkan oleh  para IKM kerajinan di Kabupaten
Belitung Timur. Adapun sarana dan prasarana
yang baru digunakan yakni Gerai Kerajinan
Daerah di Dusun Lipat Kajang, Manggar. Untuk
pertama kalinya, pada Senin (9/12/2019), gerai
itu digunakan untuk pertemuan dengan para
pengrajin dan UKM yang ada di Beltim.

Hadir dalam acara itu, Eddy Siswanto selaku
Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan
Aneka Kementerian Perindustrian, Ketua Dewan
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Beltim
Ny. Susy Siswari Yuslih Ihza, Liatim selaku
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung
Timur dan para pimpinan OPD serta para pelaku
usaha kecil dan menengah di Beltim.

Eddy Siswanto mengatakan, kehadiran gerai
kerajinan tersebut diharapkan dapat menjadi
daya tarik baru bagi wisatawan  dan menjadi
wadah bagi para usaha kecil dan menengah
untuk mengembangkan dan meningkatkan
produk-produk UMKM yang berdaya saing.

“Adanya gerai ini diharapkan jadi wadah bagi

UMKM di Beltim untuk mengembangkan
usahanya. Untuk itu perlu adanya pertemuan
rutin dengan para pengrajin, berdiskusi dan
melakukan inovasi untuk mengetahui per-
kembangan produk usahanya yang diharapkan
punya daya tarik dan keunikan sehingga
memiliki daya saing dengan produk lainnya,”
kata Eddy. Sementara itu Liatim selaku kepala
dinas  PMPSPP Beltim mengungkapkan
keberadaan gerai ini dibangun sebagai sarana
prasarana, edukasi dan sebagai bentuk
perhatian pemda kepada para pelaku usaha
untuk memasarkan produk unggulannya.

“Gerai ini merupakan sarana dan prasarana
Industri Kecil dan Menengah terutama Ke-
rajinan yang ada di Beltim untuk meningkatkan
daya jual  produk dan menambah  tempat
kunjungan wisata di Kabupaten Belitung
Timur,” ujar Liatim.

Selain itu, kata Liatim, tersedianya gerai itu
untuk menampung dan mempromosikan produk
IKM Kerajinan terutama kerajinan keramik/tanah
liat, serat alam, tekstil/lembaran kain, kayu-
kayuan, batu-batuan,logam dan material alam
lain yang merupakan binaan Dewan Kerajinan
Daerah dan Dinas Penanaman Modal Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur.

Rencananya dalam waktu dekat di gerai itu
akan dipenuhi hasil kerajinan dan olahan
makanan dan produk lokal dari 7 kecamatan di
Beltim sehingga memudahkan pengunjung atau
wisatawan yang ke Beltim.

Sementara itu Ny. Susy menjelaskan di

Kabupaten Beltim memiliki 192 orang pengrajin
dan paling didominasi oleh pengrajin anyaman
pandan, rotan dan bambu. Pihaknya bersyukur
gerai kerajinan daerah bisa dimanfaatkan oleh
pihak pelaku pengrajin sehingga nantinya
diharapkan bisa menjadi salah satu pusat oleh-
oleh di Beltim. Dalam pertemuan itu, rata-rata
pengrajin mengharapkan gerai itu bisa diman-
faatkan oleh semua para pelaku UKM di Beltim.
“Kami berharap gerai ini bisa dimanfaatkan semua
pelaku usaha. Kamipun butuh informasi bagai-
mana bisa dapat bantuan pinjaman usaha atau
modal usaha dari pusat agar usaha kami bisa
berjalan terus,” ungkap salah satu pengrajin yang
enggan disebutkan namanya. (yan/kmf/3)

Pengrajin dan UKM foto bersama Ketua
Dekranasda Beltim dan Sekretaris Ditjen Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian
Perindustrian RI, usai pertemuan di Gerai
Kerajinan Daerah di Dusun Lipat Kajang,
Manggar, Senin (9/12/2019). (foto: istimewa)

Peringati Harkodia 2019
Kajari Belitung Tempel

Stiker ke Kendaraan
TANJUNGPANDAN - Dalam

rangka memperingati Hari Anti
Korupsi Sedunia (Harkodia), pada
Senin (9/12/2019), Kajari Belitung Ali
Nurudin beserta jajarannya dan para
siswa SMP turun ke jalan menempel
stiker pada kendaraan masyarakat
yang melintas di Jalan Sriwijaya,
Kecamatan Tanjungpandan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya
Kejari Belitung untuk mencegah,
serta mengingatkan bahwa korupsi
merupakan sesuatu hal yang sangat
berbahaya yang bisa menghan-
curkan bangsa ini.

"Momen ini sebagai upaya kami
jajaran Kejari Belitung untuk terus
melakukan giat bagaimana meng-
hapuskan hal-hal yang bersifat
korupsi," kata Ali kepada Rakyat
Pos, Senin (9/12/2019).

Harkodia ini, dimulai dengan
upacara sekaligus membacakan
amanat Jaksa Agung RI, Burha-
nuddin. Ia mengatakan sesuai
amanat Jaksa Agung RI, pena-
nganan korupsi tidak hanya butuh
langkah pemberantasan yang si-
nergis, implementer, terintegrasi dan
proporsional saja.

Namun, dalam orientasi penang-
gulannya juga harus bisa mem-
berikan solusi yang memberikan
manfaat untuk perbaikan sistem.

"Maka dari itu, saya sampaikan
kepada jajaran untuk melakukan
identifikasi, analisa sekaligus pe-
metaan yang komprehensif terhadap
akar masalah. Tujuannya untuk
memformulasikan langkah-langkah
perbaikan," ungkapnya.

Selain itu, dari sisi internal jajaran
Kejaksaan akan terus memonitor
kebijakan untuk melihat tingkat
kerawanan potensi korupsi, se-
hingga bisa diantisipasi.

Untuk lebih diperhatikan, apalagi
saat ini Kejaksaan Negeri Belitung
berhasil meraih predikat Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Dan menurut dia, hal itu
harus benar-benar terjaga.

Dia juga mengucapkan terima
kasih, karena predikat WBBM ini
merupakan hasil kerja keras ber-
sama, setelah mendapatkan predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
tahun 2018 lalu.

"Oleh karena itu, saya meng-
ucapkan terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada masyakat Belitung,
atas segala dukungan. Sebab, bagi
kami dukungan mereka sangat mem-
bantu sekali. Sehingga, Kejaksaan
Negeri Belitung bisa mendapatkan
penghargaan sebagai satker yang
berpredikat WBK dan WBBM dari
Kemenpan RB," pungkasnya.

Lomba Pidato Berbahasa
Inggris Tingkat SMK

Masih rangkaian kegiatan Har-
kordia, Kejari Belitung menggelar
lomba berpidato dengan berbahasa
Inggris. Kegiatan ini diikuti oleh
pelajar SMP se Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung di Ruang Aula
Kejari Belitung, kemarin.

Lomba Pidato Berbahasa Inggris
bertema 'Generasi Millenial Anti
Korupsi' ini, diikuti sebanyak 22
peserta. Mereka merupakan, pela-
jar dari SMPN 1 Tanjungpandan,
SMPN 2 Tanjungpandan, SMPN 3
Tanjungpandan, SMPN 4 Tanjung-
pandan, SMPN 5 Tanjungpandan,
SMPN 6 Tanjungpandan dan SMPN
7 Tanjungpandan.

Selain itu, adapula peserta pelajar
dari SMP Anugrah Tanjungpandan,
SMP Bina Insani Tanjungpandan,
SMP Keluarga Universal Tanjung-
pandan, SMP Regina Pacis Tan-
jungpandan serta SMP Yaperbel.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Belitung, Ali Nurudin mengatakan,
bahwa lomba berpidato Hari Anti
Korupsi Sedunia ini bertujuannya,
untuk menyiapkan kemampuan ge-
nerasi muda dalam Berbahasa Ing-
gris. "Dengan diadakannya lomba
pidato Berbahasa Inggris ini, kami
berharap kita tidak lagi tertinggal dalam
hal komunikasi kedepannya. Sebab,
Bahasa Inggris adalah Bahasa
Internasional yang sering digunakan
di seluruh dunia," ujar Ali Nurudin.

Oleh karena itu, kemampuan
Berbahasa Inggris harus ditanamkan
mulai sejak dini. Sehingga, ketika me-
reka dewasa nanti, sudah terbiasa me-
nggunakan Bahasa Inggris dalam ke-
hidupannya sehari-hari. "Saya ber-
harap mudah-mudahan pembinaan
terhadap pelajar-pelajar SMP tersebut,
terus berlanjut. Apalagi rata-rata dari
mereka ini masih berusia antara 12-
15 tahun, yang tentu masih mem-
butuhkan arahan dan bimbingan dari
kita semua," pungkasnya. (dodi/3)
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Wamenkeu: 2020 Ekonomi
Indonesia Masih Berat

JAKARTA - Wakil Menteri
Keuangan (Wamenkeu) Sua-
hasil Nazara memprediksikan
bahwa perekonomian Indo-
nesia masih akan berat pada
2020 mendatang, karena belum
dapat lepas dari adanya gejolak
global yang terus berlangsung.

Wamenkeu Suahasil Nazara
mengatakan meskipun tahun
depan akan ada pemilihan
umum (Pemilu) di Amerika
Serikat, namun diperkirakan
tidak akan mengurangi tensi
dari ketidakpastian global yang
telah berlangsung sejak be-
berapa tahun terakhir.

“Tahun depan akan ada Pe-
milu di AS, pemilihan presiden.
Kami rasa siapapun yang me-
nang itu akan tetap membuat
Amerika dan China tetap dalam
tensi perdagangan,” kata Wa-
menkeu di Jakarta, Senin (9/12).

Hal tersebut, kata dia, terjadi
karena gejolak yang ada lebih
dari sekadar urusan ekonomi,
namun terkait pula geopolitik
antara kedua negara tersebut
yaitu Amerika Serikat memang

tidak menginginkan China maju
lebih cepat. “Tensi perdagangan
itu lebih dari sekedar urusan
ekonomi, bacaan ini adalah
mengenai geopolitik, di mana
AS tidak ingin China maju
terlalu cepat karena itu global
tension masih akan tetap ada,”
ujar Suahasil Nazara.

Ia pun berharap pereko-
nomian Jepang yang sedang
cukup kuat dengan Produk
Domestik Bruto (PDB) tumbuh
1,8 persen secara tahunan pada
kuartal III-2019 dari kuartal
sebelumnya, bisa terus stabil
sehingga sektor ekspor Indo-
nesia turut meningkat.

“Kita berharap Jepang akan
recovery (pulih) tapi tentu ada
risikonya. Kalau China masih
tetap dalam situasi challenging,
Eropa belum akan recovery,
Inggris masih akan tetap dalam
posisi memastikan bagaimana
dia melewati Brexit secara kre-
dibel,” kata Suahasil Nazara.

Suahasil melanjutkan gejolak
di berbagai negara tersebut
menyeret Indonesia ke dalam

kondisi ekonomi yang tidak
menentu sehingga pemerintah
akan terus melakukan reformasi,
termasuk pembentukan Om-
nibus Law terkait Cipta La-

pangan Kerja dan Perpajakan.
“Omnibus Law untuk handle

beberapa UU yang dianggap
menghambat investasi. Di da-
lamnya akan address terkait

DNI (Daftar Negatif Investasi),
reformasi tenaga kerja, EoDB,
special economic zone, dan
land akuisisi,” kata Wamenkeu
Suahasil Nazara. (ant)

Garuda Indonesia Tunjuk Empat Pelaksana Tugas Harian

JAKARTA - Manajemen PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk menunjuk
empat pelaksana tugas harian perusa-
haan usai Menteri BUMN Erick Thohir
memberhentikan sementara dewan
direksi lama.

“Pelaksana tugas telah menunjuk dan
menetapkan pelaksana tugas harian
untuk melaksanakan tugas dan fung-
sinya sesuai bidang masing-masing,” ujar
Komisaris Utama Garuda Indonesia
Sahala Lumban Gaol dalam keterangan
resminya di Jakarta, Senin (9/12).

Keempat pelaksana tugas harian ter-
sebut adalah Capt Tumpal Manumpak

Hutapea sebagai Pejabat Direktur Ope-
rasi, Mukhtaris sebagai Pejabat Direktur
Teknik dan Layanan, Joseph Dajoe K
Tendean sebagai Pejabat Direktur Kargo
dan Pengembangan Usaha, dan Capt
Aryaperwira Adileksana sebagai Pejabat
Direktur Human Capital.

Keempat pelaksana tugas harian
tersebut ditunjuk pelaksana tugas direksi
yang ditetapkan Dewan Komisaris
Garuda Indonesia sesuai anggaran dasar
perseroan dalam rangka menjaga
kelangsungan operasional .

Sebelumnya, Fuad Rizal ditetapkan
sebagai Pelaksana Tugas Direktur Ope-

rasi dan Pelaksana Tugas Direktur
Teknik dan Layanan, di samping sebagai
Plt Direktur Utama dan Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko
sampai dengan penetapan secara defini-
tif oleh rapat umum pemegang saham.

Sedangkan Pikri Ilham Kurniansyah
sebagai Pelaksana Tugas Direktur Hu-
man Capital dan Pelaksana Tugas Di-
rektur Kargo dan Pengembangan Usa-
ha, di samping melaksanakan tugasnya
sebagai Direktur Niaga sampai dengan
penetapan secara definitif oleh RUPS.

Penunjukan pelaksana tugas dan
pelaksana tugas harian tersebut me-

rupakan tindak lanjut pertemuan Dewan
Komisaris Garuda dengan Menteri
BUMN selaku pemegang saham Seri A
Dwiwarna, sehingga dewan komisaris
sesuai kewenangan dalam anggaran
dasar perseroan telah menerbitkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Garuda
Indonesia tentang Pemberhentian Se-
mentara Waktu Anggota-Anggota Di-
reksi Garuda Indonesia pada Senin ini.

Para anggota direksi Garuda Indonesia
yang diberhentikan itu adalah Bambang
Adisurya Angkasa sebagai Direktur
Operasi, Mohammad lqbal sebagai
Direktur Kargo dan Pengembangan
Usaha, lwan Joeniarto sebagai Direktur
Teknik dan Layanan, dan Heri Akhyar
sebagai Direktur Human Capital.

“Dewan komisaris telah menyam-
paikan permintaan kepada direksi
segera menyelenggarakan rapat umum
pemegang saham untuk mengukuhkan
pemberhentian sementara waktu ang-
gota-anggota direksi tersebut sesuai
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan,” kata Sahala.

Sebelumya, Menteri BUMN Erick
Thohir bersama Dewan Komisaris
Garuda Indonesia pada Sabtu (7/12/
2019) memutuskan pemberhentian
sementara direksi yang terkait langsung
dan tidak langsung kasus penyelun-
dupan motor Harley Davidson dan
sepeda Brompton. Sahala memastikan
keputusan pemberhentian ini sudah
dilaksanakan sesuai dengan tata kelola
yang berlaku di Garuda Indonesia
sebagai perusahaan terbuka. (ant)

Rudiantara Ditunjuk
Sebagai Dirut PLN

JAKARTA - Staf khusus Kemen-
terian BUMN Arya Sinulingga
menyampaikan bahwa Tim Penilai
Akhir (TPA) menunjuk Rudiantara
sebagai Direktur Utama PT PLN
(Persero).

“Sesuai TPA, sudah diputuskan
tinggal menunggu persetujuan
rapat umum pemegang saham
(RUPS). Ada tiga kandidat di-
usulkan, Rudiantara yang terpilih,”
ujar Arya Sinulingga di Jakarta,
Senin (9/12).

Menurut dia, mantan Menteri
Komunikasi dan Informatika itu dinilai
mampu untuk mengejar program
pembangunan pembangkit 35.000
MW hingga menekan impor bahan
bakar minyak.

“Kan kita mengejar 35.000 MW,
mengurangi impor solar, Pak Ru-
diantara dinilai ‘capable’ di PLN,”
ucapnya. Selain penunjukan Di-
rektur Utama PLN, lanjut dia, dalam
RUPS nanti juga akan dikemukakan
perombakan direksi. “RUPS-nya

dalam waktu dekat. Ada yang
dirombak, ada W adirut juga,”
ucapnya.

Ia mengemukakan pengangkatan
komisaris dan direksi BUMN harus
melalui proses TPA, sesuai dengan
arahan Presiden Joko W idodo.
Pemerintah ingin mendorong pe-
jabat BUMN dapat bekerja lebih
profesional dan transparan se-
hingga TPA harus dijalankan.

“Pasti ke TPA, semua proses
yang ada di BUMN pasti dilalui,”
katanya. Saat ini, Sripeni Inten
Cahyani menempati Pelaksana
Tugas Direktur Utama PLN se-
kaligus merangkap sebagai Direktur
Pengadaan Strategis satu.

Rudiantara adalah Menkominfo
periode 2014-2019. Rudiantara
juga pernah menjadi Wakil Dirut PT
PLN pada 2008-2009 lalu. Selama
di PLN, ia terlibat dalam pencarian
pendanaan perusahaan terutama
pinjaman untuk proyek pembangkit
listrik 10 ribu megawatt. (ant)

OJK: Penguatan Bank
Muamalat Oleh Calon

Investor Masih Berproses
JAKARTA - Otoritas Jasa Ke-

uangan (OJK) menyebutkan hingga
saat ini penguatan modal di Bank
Muamalat oleh para calon investor
masih terus berproses yang juga
akan terus diawasi regulator.

“Kami terus melakukan komu-
nikasi dengan manajemen dan
pemegang saham, kami tetap men-
dorong dan mengawasi proses-
nya,” kata Juru Bicara OJK Sekar
Putih Djarot dalam ngobrol manis
bersama media di Jakarta, Senin (9/
12). Namun, Sekar tidak merinci
calon-calon investor yang saat ini
sedang dalam proses dan berminat
menanamkan modalnya di bank
syariah pertama di Indonesia itu.

Ia menyebutkan secara umum
Bank Muamalat masih beroperasi
dan kondisi likuiditas bank yang
juga dinilai masih baik.

Sebelumnya, Deputi Komisioner
Pengawas Perbankan III OJK
Slamet Edy Purnomo di Jakarta,
Kamis (14/11) menegaskan calon
investor strategis Bank Muamalat
perlu menunjukkan keseriusan
dengan menaruh dana di rekening
penampung (escrow account)
atau rekening pihak ketiga.

Penempatan dana itu, kata dia,

untuk memastikan masing-masing
pihak melaksanakan kewajibannya.

Ia menambahkan calon investor
yang berminat terhadap bank
syariah tertua di Indonesia itu untuk
dapat segera menghubungi pemilik
Bank Muamalat, dan juga melapor
kepada regulator.

“Calon investor harus memenuhi
persyaratan dan persetujuan dari
Pemegang Saham Bank, menun-
jukkan keseriusan dengan me-
nempatkan dana escrow account,
dan menjamin sustainable (keber-
lanjutan) bisnis bank,” ujar dia.

OJK juga meminta manajemen
Bank Muamalat untuk terus mene-
rapkan langkah perbaikan dan tata
kelola perusahaan yang memadai.

Bank Muamalat, bank syariah
tertua di Indonesia ini, memang
sedang berburu tambahan modal
untuk menyehatkan bisnisnya.

Bank Muamalat baru saja meng-
umumkan rencana Penawaran
Umum Terbatas IV dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam keterbukaan informasi di
situs resminya, Bank Muamalat
berencana menerbitkan 32,96
miliar saham baru dengan nilai
nominal Rp100. (ant)

JAKARTA - Menteri Perda-
gangan (Mendag) Agus Supar-
manto mengatakan pengurusan
izin usaha untuk perdagangan
melalui sistem elektronik atau e-
commerce  akan dipermudah dan
tanpa pungutan alias gratis.

Izin usaha bagi pelaku usaha
yang berjualan di e-commerce
diwajibkan untuk memiliki izin usaha
seperti ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) atau PP
E-commerce.

“Jadi online, izin ini tidak ada
pungutan. Kalau ada pungutan
berarti tidak dimudahkan. Sekarang
ini semuanya dimudahkan tanpa
pungutan dan juga dipercepat.
Sesuai arahan Presiden, semua izin
usaha ini harus dimudahkan,” kata
Mendag Agus Suparmanto ditemui
di Forum E-commerce Indonesia
2019 di Jakarta, Senin (9/12).

Mendag  menjelaskan dengan
telah diterbitkannya PP E-com-
merce, diharapkan dapat mem-
berikan kebijakan yang jelas guna
melindungi konsumen dari hal-hal
yang dapat merugikan. Aturan itu,
menurut dia, juga menjadi salah satu
ujung tombak untuk mendorong
perdagangan ekspor di tengah
berkembangnya era digitalisasi.

Nantinya, pelaku usaha e-
commerce akan mendapatkan
kemudahan dalam pengajuan izin

usaha, termasuk dengan meng-
gunakan Online Single Submission
(OSS). Pelaku e-commerce yang
berjualan di marketplace juga
mendapat kemudahan dengan bisa
mendaftarkan izin usaha di plat-
form e-commerce.

Nantinya, e-commerce akan
memberikan daftar lengkap izin
usaha tersebut ke pemerintah. “Itu
juga salah satu kemudahan, nanti
semua kita permudah. Jadi meng-
ajukan izin tak perlu datang,”
katanya. Agus mengatakan se-
cepatnya Kementerian Perda-
gangan (Kemendag) akan me-
nyusun aturan turunan PP tersebut
yang nantinya berisi petunjuk
teknis kebijakan tersebut.

“Secepatnya kita akan turunkan
aturan turunan yang berisi petunjuk
teknis juga, kira-kira pelaksa-
nannya seperti itu,” kata Mendag
Agus Suparmanto. Lebih lanjut, ia
memastikan tidak akan ada calo
atau pungutan liar dalam pengajuan
izin usaha bagi pelaku e-commerce.
“Apabila ada kesulitan, tolong
dilaporkan,” ujar Mendag.

Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kemendag Suhanto
menjelaskan bagi pelaku e-commerce
yang telah memiliki izin usaha dapat
mendaftarkan ulang ke Kemendag,
sementara pelaku e-commerce ber-
skala mikro atau perseorangan dapat
mendaftar hanya dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP). (ant)

Mendag: Urus Izin
Usaha “e-commerce”

Mudah dan Gratis

Presiden Soroti Persoalan
Penyaluran KUR

JAKARTA - Presiden Joko Widodo me-
nyoroti beberapa persoalan yang terjadi dalam
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada
masyarakat.

“Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank
yang masih meminta syarat jaminan atau
colateral bagi penerima KUR, karena khawatir
pinjamannya macet,” kata Presiden dalam
sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik
Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat
Tahun 2020 di Kantor Presiden Jakarta pada
Senin (9/12).

Menurut Presiden, bank-bank BUMN perlu
memberikan pendampingan bagi pelaku usaha
UMKM. Dengan upaya tersebut diharapkan
dapat meningkatkan perkembangan usaha serta
keuntungan yang diraup sehingga meningkat
perekonomian.

Jokowi juga menyoroti adanya bank yang
memindahkan kredit komersial kepada program

KUR. “Praktik-praktik seperti ini yang tidak
boleh terjadi sehingga KUR betul-betul di-
salurkan ke sektor-sektor produktif, sehingga
membuat UMKM kita bisa betul-betul naik
kelas,” ujar Presiden.

Dengan suku bunga KUR yang telah ditu-
runkan dari 7 persen ke 6 persen, Jokowi
berharap dapat memberi dampak signifikan bagi
perkembangan ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga meningkatkan plafon ang-
garan untuk KUR pada 2020 menjadi Rp190
triliun. Plafon itu akan terus meningkat secara
bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.

Untuk plafon maksimum KUR Mikro turut
ditingkatkan dari semula Rp25 juta menjadi
Rp50 juta per debitur yang juga akan berlaku
efektif awal 2020.

Selain itu total plafon untuk KUR Mikro
sektor perdagangan juga dinaikkan dari Rp100
juta menjadi Rp200 juta. (ant)



Sri Mulyani Sebut Sistem
Gaji ASN Perlu Dikaji Ulang

para pengambil kebijakan atau
regulator yang turut meng-
alami perbedaan gaji cukup
signifikan dengan para pe-
ngelola aset negara padahal
keduanya mengemban peran
dan kerawanan yang sama.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani
akan bekerja sama dengan
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Kemenpan RB)
untuk mengkaji ulang sistem
penggajian pegawai tersebut.

Meski demikiran, kajian yang
dilakukan tetap mempertim-
bangkan kemampuan anggaran
negara yang dapat dialokasikan
untuk menunjang kinerja para
pegawai pemerintahan itu. "Kita
coba lakukan dengan Menpan
RB dan melihat kemampuan
keuangan negara, agar mampu
membayarnya secara sustain-
able," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK
Agus Rahardjo mengusulkan
agar pemerintah bisa meng-
adopsi sistem penggajian yang
sama atau single salary system
bagi setiap instansi dan lembaga
sesuai dengan tingkat risiko dan
wewenangnya.

“Honor-honor mulai dihi-
langkan, seperti hari ini gaji
KPK enggak begitu tinggi tapi
ke manapun enggak menerima
apa-apa. Itu akan lebih baik,”
kata Agus saat ditemui di tem-
pat yang sama. (ant)
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Rusia Dilarang Tampil Olimpiade dan Kejuaraan Dunia
JAKARTA - Rusia dilarang

tampil pada Olimpiade dan
kejuaraan-kejuaraan dunia olah
raga apa pun selama empat tahun
setelah Badan Antidoping Dunia
(WADA) mengeluarkan putusan
untuk menghukum negara ini
karena memanipulasi data la-
boratorium, kata juru bicara
WADA seperti dikutip Reuters.

Komite eksekutif WADA
mengambil keputusan itu sete-
lah menyimpulkan Moskow
telah merusak data laborato-
rium dengan memasukkan
bukti palsu dan menghapus file-
file terkait tes-tes doping positif
yang bisa membantu meng-
identifikasi kecurangan doping.

Keputusan komite WADA
untuk menghukum Rusia itu
diambil dengan suara bulat, kata
juru bicara WADA.

Rusia yang berusaha menon-
jolkan diri sebagai kekuatan

olahraga global dihantam skan-
dal doping sejak adanya la-
poran pada 2015 dari WADA
yang mendapati bukti doping
massal pada atletik Rusia.

Sejak itu wabah doping me-
rajalela ketika banyak atletnya
dilarang tampil pada dua Olim-
piade sebelumnya dan bendera
kebangsaan negeri ini tak boleh
dikibarkan pada Olimpiade
Musim Dingin di Pyeongchang
musim lalu sebagai hukuman atas
doping bersponsor negara yang
ditutup-tutupi pada Olimpiade
Musim Dingin 2014 di Sochi.

Sanksi yang dikeluarkan Senin
(9/12) ini sudah direkomen-
dasikan oleh komisi pengkaji ke-
patuhan WADA sebagai jawab-
an terhadap data laboratorium
yang telah direkayasa oleh Mos-
kow setahun sebelumnya.

Salah satu syarat untuk peng-
aktifan kembali badan anti-

doping Rusia RUSADA yang
dibekukan pada 2015 pada saat
skandal doping atletik yang
dicabut tahun lalu adalah Mos-
kow harus memberikan salinan
asli data laboratoriumnya.

Sanksi ini secara efektif men-
cabut akreditasi RUSADA.

Sanksi ini membuat terbuka
pintu lebar-lebar untuk atlet
Rusia yang bersih guna ber-
kompetisi dalam kejuaraan-
kejuaraan internasional tanpa
mewakili bendera dan lagu

kebangsaan negaranya seperti
terjadi pada Olimpiade Musim
Dingin Pyeongchang 2018.

Rusia menuduh sanksi ini
tidak adil dan menyebutnya
sebagai kampanye dunia Barat
melawan Rusia. Jika RUSADA
mengajukan banding atas ke-
putusan yang direkomendasi-
kan komite WADA ini maka
kasus tersebut akan dibawa ke
Mahkamah Arbitrase Olah
Raga (CAS), kata WADA seperti
dikutip Reuters. (ant)

MANILA - Gelandang T imnas U-22 Sani Rizki Fauzi
menyatakan siap mencetak sejarah untuk timnas sepak bola
pada SEA Games 2019 dengan mengantarkannya menjadi
juara guna merebut medali emas ajang dua tahunan di Asia
Tenggara itu. "Ini kesempatan buat meraih medali emas karena
sudah 28 tahun timnas sepak bola tidak mendapat medali
emas. Dan kali ini adalah momentum yang harus disiapkan
maksimalkan di pertandingan besok melawan Vietnam," kata
Sani usai latihan di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina,
Senin (9/12).

Sani mengaku siap mempersembahkan terbaik dan
membawa pulang medali emas ke Indonesia.

"Masyarakat juga mendukung terus kami di sini agar besok
bisa mendapatkan hasil maksimal dan membawa medali emas
ke Tanah Air," kata dia.

Ia mengatakan, sesuai intruksi pelatih Indra Sjafri setiap

pemain harus lebih bekerja keras karena seluruh masyarakat
Indonesia menaruh harapan tinggi kepada mereka.

"Kalau saya pribadi tekanan tidak ada sih, dan saya siap
100 persen untuk bertanding. Pokoknya besok siap bermain
dan mudah-mudahan bisa memaksimalkan pertandingan,"
tegas Sani.

Mengenai kekuatan Vietnam, Sani mengaku harus belajar
dari pengalaman pertandingan sebelumnya dan dari
pengalaman itu Sani tahu sekali Vietnam cukup bagus dalam
sirkulasi bola cepat.

"Tapi kita harus lebih pressure dan semangat juang yang
lebih lagi agar bisa memenangkan pertandingan," katanya.

Pertandingan final sepak bola putra SEA Games 2019 antara
Indonesia dan Vietnam berlangsung di Stadion Rizal Memorial,
Manila, Filipina, Selasa (10/12) pukul 20.00 waktu setempat
atau 19.00 WIB. (ant)

SEA Games 2019
Sani Rizki Fauzi Siap Antar

Timnas Cetak Sejarah

JAKARTA - Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani Indrawati
menyebutkan bahwa sistem
penggajian seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) mulai dari
pusat, daerah, hingga TNI/Polri
perlu dilakukan pengkajian
ulang sebab dianggap masih
belum adil dan merata.

“Jadi memang ada level dari
keseluruhan apa yang disebut tadi

sistem penggajian di Indonesia
yang memang perlu adanya suatu
review yang cukup kompre-
hensif,” katanya di Gedung Me-
rah Putih KPK, Senin (9/12).

Sri Mulyani mengatakan se-
lama ini pihaknya mendapat
banyak keluhan dari para pe-
gawai pemerintahan yang me-
miliki kewenangan dan risiko
sama namun gaji yang dida-

patkan berbeda, seperti Ke-
polisian RI dan Kejaksaan.

“Pertama tadi kepolisian dan
kejaksaan di mana mereka
selalu mengatakan ‘Gaji saya
beda dengan KPK padahal ka-
mi sama-sama aparat penegak
hukum’ seperti itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani
menuturkan ada gubernur dan
beberapa kepala daerah yang

selalu menanyakan rencana
pemerintah untuk memper-
baiki tunjangan jabatan dan gaji
mereka. “Kemarin saya kum-
pulkan kepala daerah dalam
rangka penjelasan mengenai
anggaran karena mereka selalu
mengatakan mengenai tun-
jangan jabatan dan gaji yang
belum diperbaiki,” katanya.

Selain itu, ia juga memikirkan

Jokowi Perintahkan
Kapolri Ungkap

Kasus Novel
JAKARTA - Presiden Joko Widodo

menegaskan kepada Kapolri Jenderal
Idham Azis untuk segera mengungkap
kasus penyiraman air keras kepada
penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi
(KPK) Novel Baswedan.

"Pak Kapolri segera ungkap kasus ini,"
demikian Kepala Divisi Humas Mabes
Polri Inspektur Jenderal Polisi Muhammad
Iqbal di halaman Istana Negara, Jakarta
pada Senin (9/12) sore menjelaskan
perintah Presiden kepada Polri.

Menurut Iqbal, pihaknya telah me-
nemukan alat bukti dan petunjuk yang
signifikan dalam mengungkap kasus itu.

Namun saat in i Polr i belum dapat
mengungkapkannya kepada publik.

Iqbal berharap tim teknis Polri segera
merampungkan kasus tersebut.

"Tidak akan berapa lama lagi, Insya
Allah tidak akan sampai berbulan-bulan,"
kata Iqbal. Iqbal menambahkan polisi
te lah memeriksa 73 saksi , 114 toko

kimia, hingga 28 CCTV yang diperiksa
melalui laboratorium forensik.

Sebelumnya Presiden memberikan
waktu kepada Kapolri Jenderal Pol Idham
Azis yang baru saja d ilantik untuk
menyelesaikan kasus penyerangan
terhadap penyidik KPK Novel Baswedan
hingga Desember 2019.

Pada 17 Juli 2019, Tim Pencari Fakta
(TPF) kasus penyiraman air keras
terhadap Novel Baswedan mere-
komendasikan Kapolr i sebelumnya,
Jenderal Pol Tito Karnavian, untuk
melakukan pendalaman terhadap ke-
beradaan tiga orang yang diduga terkait
kasus tersebut dengan membentuk tim
teknis dengan kemampuan spesifik.

Lalu pada 19 Juli 2019, Presiden
memberikan waktu tiga bulan kepada Tito
untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Namun hingga kini, "dalang" maupun
pelaku dalam kasus yang terjadi pada
April 2017 tersebut belum terungkap. (ant)
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KPK Prihatin Langkah KPU Terkait
Mantan Napi Koruptor

JAKARTA - Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Agus Rahardjo mengaku pri-
hatin atas langkah Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) yang
tidak memasukkan aturan la-
rangan mantan terpidana per-
kara korupsi maju dalam pe-

milihan kepala daerah dalam
Peraturan KPU (PKPU).

“Ya prihatin saja. Kalau or-
ang pernah jadi koruptor apa-
lagi terpidana dalam perja-
lanannya kita tahu yang orang
sebut mentalitasnya seperti apa
kok masih dipertahankan? Kan

mestinya tidak,” ucap Agus usai
menghadiri puncak peringatan
Hari Antikorupsi Sedunia (Ha-
kordia) 2019 di gedung KPK,
Jakarta, Senin (9/12).

Lebih lanjut, Agus menya-
yangkan peraturan sebelumnya
yang melarang mantan ter-

pidana perkara korupsi maju
dalam pilkada tidak dijalankan
secara konsisten.

“Jadi, untuk pencalonan be-
rikutnya mesti dilarang, mes-
tinya aturan itu harusnya kon-
sisten,” kata Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua
KPK Laode M Syarif menga-
takan bahwa langkah KPU itu
merupakan kemunduran da-
lam berdemokrasi.

“Menurut saya itu adalah
kemunduran dalam berde-
mokrasi. Untuk menjadi peja-
bat publik seharusnya tidak
memiliki catatan kriminal apa-
lagi pernah menjadi terpidana
korupsi,” ucap Syarif.

Selain itu, ia menyarankan
agar KPU mengumumkan cur-
riculum vitae (CV) lengkap dan
semua rekam jejak calon kepala
daerah melalui situs resmi KPU
dan media massa.

“Agar masyarakat menge-
tahui calon pejabat yang akan
mereka pilih,” ujar Syarif.

Sebelumnya, KPU membuat
PKPU Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas
PKPU No. 3 Tahun 2017 ten-
tang Pencalonan Pemilihan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur, Bu-
pati dan Wakil Bupati dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
KPU hanya mengatur la-

rangan bagi dua mantan ter-
pidana ikut dalam pilkada, yaitu
mantan terpidana bandar nar-
koba dan mantan terpidana
kejahatan seksual terhadap
anak, yang tertuang dalam pasal
4 ayat H.

KPU menambahkan satu pa-
sal dalam PKPU yang meng-
imbau partai politik untuk
mengutamakan bukan mantan
terpidana korupsi, dan aturan
ini dituangkan dalam pasal 3A
ayat 3 dan 4.

Pasal 3A ayat 3 disebutkan
bahwa dalam seleksi bakal
calon gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil
bupati, dan/atau wali kota dan
wakil wali kota secara de-
mokratis dan terbuka seba-
gaimana dimaksud pada ayat
(2) mengutamakan bukan
mantan terpidana korupsi.

Kemudian dalam pasal 3A
ayat 4 disebutkan bahwa bakal
calon perseorangan yang dapat
mendaftar sebagai calon gu-
bernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, dan/
atau wali kota dan wakil wali
kota diutamakan bukan man-
tan terpidana korupsi. (ant)

JAKARTA - Di rektur Utama PT
Pertamina (Persero) Nicke Widyawati
didampingi oleh Komisaris Utama Basuki
Tjahaja Purnama menemui  Presiden
Joko Widodo (Jokowi) membahas
perkembangan industri energi dan
petrokimia, salah satunya kesiapan
biodiesel B30.

“Kita sampaikan di dalam mengenai
kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita
akan jalankan, semuanya sudah siap
penerapan B30 di semua Terminal Bahan
Bakar Minyak dan semua SPBU,” kata
Nicke di halaman Istana Negara, Jakarta
pada Senin. Menurut Nicke, dia juga
melaporkan tentang progres pem-
bangunan kilang minyak dan sejumlah
pabrik petrokimia.

“Hal ketiga kami menerapkan digita-
lisasi SPBU. Kami akan menerapkan
program itu agar bisa memonitor pe-
nyaluran BBM subsidi,” ujar Nicke.

Sementara itu Ahok, sapaan akrab
Basuki Tjahaja Purnama, menyam-
paikan pesan Presiden Jokowi yakni
memperbaiki industri petrokimia untuk
memproduksi komoditas petrokimia
sebagai subtitusi impor. “Presiden ingin
memperbaiki defisit neraca perdagangan
kita. Kunci paling besar sektor petrokimia
dan migas,” jelas Ahok.

Pemerintah menargetkan pemba-
ngunan industri petrokimia rampung dalam
3-4 tahun. Sebelumnya Presiden men-
jelaskan nilai impor produk petrokimia
mencapai Rp317 tril iun. Dibutuhkan
investasi untuk mendirikan industri
petrokimia di dalam negeri untuk
memproduksi barang subtitusi impor
sehingga dapat memperbaiki kondisi
neraca perdagangan Indonesia. Selain itu,
pemerintah juga akan mengembangkan
industri biodiesel B30 untuk mengurangi
impor bahan bakar minyak. (ant)

Ahok dan Nicke Temui Jokowi

Papua Barat Ajukan Dua Opsi Revisi UU Otsus

Pedoman Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN Sangat Dibutuhkan

BALI - Pedoman pelaksanaan pasal 23
Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM)
ASEAN sangat diperlukan untuk meman-
du cara-cara mengimplementasikan pasal
tersebut.

“Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN itu
belum cukup untuk menjelaskan situasi
bagaimana cara mengimplementasikan-
nya, maka diperlukan suatu panduan untuk

menjalankan pasal 23 itu,” ujar Wakil Di-
rektur Human Rights Working Group
(HRWG) Daniel Awigra di sela-sela Konsul-
tasi Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN
(AICHR) di Nusa Dua, Bali, Senin (9/12).

Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia
ASEAN berbunyi “setiap orang mem-
punyai hak untuk menyatakan pendapat
dan berekspresi, termasuk kebebasan
untuk mempertahankan pendapat tanpa
gangguan dan untuk mencari, menerima
dan memberikan informasi, baik secara
lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang
dipilih oleh orang tersebut”

Panduan pelaksanaan tersebut dibu-
tuhkan untuk memajukan kebebasan
berpendapat dan berekspresi di kawasan
Asia Tenggara, ujar Daniel. Selanjutnya,
panduan pelaksanaan yang sudah disusun
itu perlu diteruskan atau ditawarkan
kepada negara-negara anggota ASEAN.

Untuk membuat panduan itu, menurut
Daniel, dibutuhkan forum konsultasi yang
melibatkan berbagai pemangku kepen-
tingan seperti organisasi non pemerintah,
aktivis HAM, pemerintah, akademisi,
praktisi, dan sebagainya yang berasal dari
semua negara anggota ASEAN.

Forum konsultasi itu digunakan untuk
saling berbagi pandangan, pengalaman
terbaik (best practices), gagasan, maupun
pendapat terkait penegakan HAM.

“Saya mengapresiasi konsultasi AICHR
yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dari negara-negara anggota
ASEAN. Konsultasi ini merupakan usaha
yang cukup baik untuk memulai bagai-
mana menyusun panduan pelaksanaan
dan teknis, daripada tidak ada konsultasi
dan tiap negara ASEAN mendesain sendiri
petunjuk pelaksanaan itu maka jauh lebih
buruk,” ujar Daniel.

Meskipun demikian, dia juga menyam-
paikan bahwa panduan itu tidak bisa
mengikat secara hukum karena memang
turunan dari Deklarasi HAM ASEAN.

“Berbeda kalau deklarasi itu kemudian
membuat suatu konvensi dan itu langsung
mengikat secara hukum maka dia harus
diterapkan,” kata Daniel.

Selain itu, ia mengungkapkan Deklarasi
HAM ASEAN itu hanya komitmen politik
dari kepala negara/pemerintahan negara-
negara anggota ASEAN sebagai upaya
untuk memajukan HAM di kawasan Asia
Tenggara. (ant)

MANOKWARI - Peme-
rintah Provinsi Papua Barat
akan mengajukan dua opsi
terkait revisi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Administrasi Pe-
laksanaan Otsus Setda Papua
Barat Abner Singgir di Mano-
kwari, Senin (9/12), mengatakan
sesuai UU 21/2001 dana otonomi
khusus bagi Papua dan Papua
Barat yang bersumber dari dana
alokasi umum (DAU) APBN akan
berakhir pada tahun 2021.

“Kami siapkan dua opsi, per-
tama revisi secara total untuk
keseluruhan pasal pada UU Otsus.
Opsi kedua revisi terbatas yakni
pada pasal 34 terkait keuangan
yang akan berakhir pada tahun
2021 nanti,” kata Singgir.

Saat ini, masih dilakukan
kajian bersama tim. Dokumen
tersebut masih membutuhkan
beberapa tahap kajian di antara-
nya penyelarasan bersama De-
wan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) serta Majelis Rak-
yat Papua (MRP).

“Kita juga tentu akan ber-
koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi Papua, karena ini
menyangkut kepentingan dua
provinsi. Harus dibahas bersa-
ma supaya satu suara,” kata dia.

Selanjutnya, ujar Singgir, jika
dokumen telah siap akan di-
lakukan uji publik untuk me-
nyerap aspirasi terhadap konsep
pada revisi tersebut.

“Intinya dua opsi itu yang akan

kami ajukan, entah mana yang
akan disetujui pemerintah pusat.
Ini tentu harus segera selesai agar
tidak ada kevakuman terutama
terkait keuangan setelah tahun
2021,” katanya. Pada Rapat
Kerja Otsus di Kabupaten Teluk
Wondama, beberapa waktu
lalu, Gubernur Papua Barat
Dominggus Mandacan meng-
inginkan agar daerah mendapat
kewenangan lebih dalam me-

nyelenggarakan kebijakan Otsus.
Ia ingin hal itu dimasukkan
dalam revisi UU tersebut.

Kewenangan pada bidang
politik dan pengelolaan sumber
daya alam perlu ditingkatkan
agar Papua Barat bisa meng-
optimalkan pembangunan serta
mengejar ketertinggalan dari
daerah lain. “Kemudian soal
alokasi dana Otsus. Dana Otsus
yang diterima Papua dan Papua

Barat berasal dari 2 persen DAU
pusat. Dari dana itu, Papua Barat
hanya dapat 30 persen, yang 70
persen untuk Papua,” katanya.
Pada revisi ini, lanjut dia, dana
Otsus untuk Papua Barat agar
dipisahkan dari Papua.

“Kami ingin 2 persen DAU
untuk Papua Barat terpisah dari
Papua. Artinya Papua dapat
DAU sendiri dan Papua Barat
juga sendiri,” katanya. (ant)

Komisi I DPR Siap Fasilitasi
Pendirian Rumah Pintar

PEKALONGAN - Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) siap mem-
fasilitasi pendirian rumah pintar di setiap
kecamatan yang ada di Kota Pe-
kalongan, Jawa Tengah, berupa piranti
jaringan lokal nirkabel atau wireless fi-
delity (wifi) secara gratis.

Anggota Komisi I DPR Dede Indra
Permana di Pekalongan, Senin (9/12),
mengatakan bahwa program pema-
sangan wifi yang dapat diakses seluruh
masyarakat secara terbuka ini  akan
diwujudkan pada tahun depan.

“Melalui kerja sama dengan Kemen-
terian Kominfo, pemasangan wifi ini akan
kami mulai tahun depan. Kami akan
terlebih dulu melakukan pendataan
kebutuhan di masing-masing kecamatan,
baru kemudian akan di real isasikan,”
katanya. Pada seminar Merajut Nu-
santara dengan tema “Cerdas, Kreatif,
dan Produktif bersama Internet Sehat”,
Dede mengatakan internet bagi  ma-
syarakat sudah menjadi tuntutan zaman

yang harus dipenuhi.
Pada era digital yang terus berkem-

bang, kata dia,masyarakat di  tingkat
kelurahan maupun desa jangan sampai
kesul itan mengakses internet untuk
mendapat wawasan dan informasi
terkini. “Internet sudah menjadi kebutuhan
pokok. Banyak informasi dan wawasan
yang bisa diambil dari sana sehingga
kita jangan sampai menjadi penonton saja
namun masyarakat harus bisa men-
dapatkan wawasan dan informasi secara
cepat,”  katanya.

Kendati demikian, Dede mengingatkan
masyarakat terhadap dampak negatif
penggunaan internet sei ring dengan
maraknya konten negatif maupun
tindakan-tindakan negatif yang masih
banyak dilakukan di internet.

Mengenai hal tersebut, kata dia, selain
melakukan proteksi dari pemerintah,
DPR juga berharap masyarakat bisa lebih
cerdas memilah informasi  dan bijak
dalam berinteraksi di dunia maya.

“Ada efek negatif yang ada di internet.
Konten yang tidak mendidik, adu domba,
itu harus dibatasi, diawali dari diri sendiri
dulu. Pemerintah juga sudah memiliki
unit sendi ri untuk memproteksi itu,”
katanya. Pelaksana Tugas Kabag
Pelayanan Informasi, Biro Humas
Kemenkominfo Helmi Fajar Andrianto
mengatakan pemerintah sudah me-
nyiapkan proteksi mengenai  konten
negatif dan situs di internet.

“Kami berharap masyarakat ikut
berperan aktif menangkal sebaran isu
negatif, hoaks, ujaran kebencian. Untuk
konten yang seperti itu, sudah banyak
kanal  yang dibuka baik o leh Ke-
menkominfo maupun oleh masyarakat
sendiri untuk melaporkan jika ditemui
ujaran kebencian, isu hoaks maupun
konten negatif lain,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah ingin
mendorong masyarakat untuk me-
manfaatkan era digital ini secara lebih
produktif. (ant)

BOGOR - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
komit akan mendukung penuh pencalonan putra
Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming
Raka, sebagai calon wali kota Surakarta pada
pilkada serentak tahun 2020.

“PKB melihat pencalonan Gibran itu bukan hanya
keinginan segelintir elite politik di Surakarta dan Ja-
karta, tapi telah menjadi keinginan mayoritas warga
kota Surakarta. PKB mendukung penuh keinginan
mayoritas masyarakat Surakarta. Kami berpan-
dangan, Mas Gibran layak memimpin Solo,” kata
Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Faisol Reza, dalam
keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (9/10).

Menurut Faisol Reza, ada beberapa point
alasan mengapa PKB bersimpati dan komit
mendukung Gibran Rakabuming Raka

Pertama, Gibran yang yang lahir di Surakarta
pada 1 Oktober 1987 itu, masih muda, baru
berusia 32 tahun. “Artinya, masih memiliki masa
depan cemerlang dan tenaga untuk melakukan
blusukan sampai ke desa-desa,” katanya.

Menurut Faisol, Gibran yang membuka usaha
kuliner martabak kota barat (Markobar) ini bisa
mendengar langsung apa yang menjadi harapan
masyarakat. “Gibran dapat mendengar selektif
memilah mana aspirasi masyarakat yang murni

dan tidak,” katanya.
Kedua, Gibran dinilai memiliki pengalaman

memimpin, karena dia memiliki pengalaman
sebagai pengusaha pengusaha di bidang kuliner.
Menurut Faisol, sejak Desember 2010, Gibran
membuka usaha katering yang diberi nama Chilli
Pari. Girban juga pendiri perusahaan kuliner
martabak Markobar,” katanya.

“Jadi, kalau ada yang meragukan kemampuan
Gibran memimpin sesungguhnya belum me-
ngenal siapa Gibran. Tidak mungkin usahanya
berkembang pesat kalau ia tidak memiliki
kemampuan memimpin,” katanya.

Ketiga, Gibran tidak pernah memanfaatkan
kekuasaan ayahnya untuk memperluas usahanya.
“Dengan usaha sendiri perusahaannya di bangun.
itu artinya kecil kemungkinan Gibran meng-
gunakan kekuasaan orang tua untuk melakukan
tindakan yang melanggar hukum,” katanya.

Ketua Komisi VI DPR RI itu mengajak seluruh
partai politik untuk memberi ruang dan dukung-
an kepada Gibran Rakabumning Raka, untuk
mengabdi serta menyumbangkan seluruh ke-
mampuan untuk kota kelahirannya. “PKB sudah
memantapkan hati mendukung Gibran di pilkada
Solo pada 2020 mendatang,” katanya. (ant)

PKB Dukung Gibran
Sebagai Cawako Surakarta
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Jafung Bagi Pengelola Keuangan Negara
Pada Satker/Instansi Pemerintah

Sony Setiawan Sudrajat
Pegawai  Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kemenkeu Prov. Kep. Babel

lola keuangan negara pada
satuan kerja sangat penting
dan memerlukan perhatian
dan keahlian khusus baik
dalam mengelola penerima-
an negara, membelanjakan
uang negara dan melakukan
pertanggung jawabannya
harus sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kom-
petensi pengelola Keuangan
Negara yang akuntabel dan
profesional, maka pada ta-
hun 2018 pemerintah melalui
Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menge-
luarkan paket peraturan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Biro-
krasi mengenai jabatan-ja-
batan fungsional (Jafung) pe-
ngelola keuangan negara.
Paket peraturan tersebut yai-
tu Peraturan Menteri Pen-
dayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor  53 Tahun 2018 ten-
tang Jabatan Fungsional
Analis Pengelola Keuangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Per-
aturan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor
54 Tahun 2018 tentang Ja-
batan Fungsional Pranata
Keuangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara.

Kedua peraturan tersebut
disahkan sebagai langkah
awal dari pelaksanaan ama-
nat Undang Undang tentang
Perbendaharaan Negara khu-
susnya dalam pembentukan
jabatan fungsional pengelola
keuangan negara, sehingga
Pejabat fungsional pengelola

bat pengadaan yang tidak
berkompeten sesuai kriteria
peraturan perundang-undang-
an adalah dapat dinyata-
kannya batal demi hukum
seluruh proses pelaksanaan
anggaran yang telah dilak-
sanakan yang bersangkutan.
Terdapat juga pegawai yang
tidak mau ditunjuk atau di-
tugaskan oleh pimpinannya
sebagai seorang bendahara
Satker dengan berbagai ala-
san. Hal ini menjadi dilema
juga bagi Satker/ kantor
pemerintah tersebut.

Selama ini, pengelola ke-
uangan negara / pejabat
perbendaharaan  pada Sat-
ker/ instansi Kementerian
Lembaga dijabat oleh pejabat
struktural atau pegawai pelak-
sana biasa yang tidak jarang
terdapat rangkap pekerjaan
dan jabatan di dalamnya.
Misalnya, seorang Pejabat
Pembuat Komitmen Satker
adalah juga seorang pejabat
struktural yang menangani
tugas dan fungsi yang ber-
beda, sehingga tidak efektif
dan efisien, ada seorang
pegawai Tata usaha merang-
kap sebagai bendahara Sat-
ker, atau seorang honorer
satuan kerja  yang diserahi
tugas untuk mengerjakan
pekerjaan sebagai pejabat
perbendaharaan atau pe-
ngelola keuangan pada Sat-
ker/ instansi pemerintah.

Bahkan yang mengkha-
watirkan adalah ada yang
menganggapnya sebagai
pekerjaan sampingan, karena
bukan pekerjaan yang men-
jadi tugas utamanya. Hal
tersebut sudah berlangsung
lama. Padahal tugas menge-

nuari Tahun 2020 seorang
Bendahara wajib memiliki
sertifikat bendahara dengan
tujuan menentukan kelayak-
an dan memberikan peng-
akuan atas kompetensi ben-
dahara untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBN,
meningkatkan dan menjamin
pemeliharaan mutu kompe-
tensi bendahara untuk me-
laksanakan kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan
APBN, meningkatkan profe-
sionalisme bendahara dalam
pengelolaan keuangan nega-
ra dan mendukung terca-
painya peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan

Namun demikian dalam
pelaksanaannya, masih ter-
dapat beberapa kendala
seperti Satker  yang mem-
punyai KPA merangkap se-
bagai PPK. Padahal, di Sat-
ker tersebut terdapat pegawai
yang mempunyai sertifikat
PBJ sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012. Pada-
hal perangkapan jabatan KPA
dengan PPK tersebut baru
dapat dilakukan apabila tidak
ada pejabat/ pegawai yang
memenuhi persyaratan yaitu
tidak memiliki sertifikat peng-
adaan barang dan jasa. De-
mikian juga dengan pejabat
atau panitia pengadaan,
masih saja ada seseorang
yang ditunjuk sebagai pejabat
atau anggota panitia peng-
adaan meskipun tidak me-
miliki sert if ikat keahlian
pengadaan barang/ jasa Pe-
merintah. Risiko akibat me-
nunjuk pejabat perbendahara-
an negara dan panitia/ peja-

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tidak dapat
lagi dirangkap oleh pejabat
struktural seperti yang di-
lakukan pada saat ini dimana
para pejabat perbendaharaan
di satuan kerja kerap di-
rangkap oleh pejabat struk-
tural. Misalnya Pejabat Pem-
buat Komitmen yang dirang-
kap oleh Kepala Seksi ke-
mudian Pejabat Penanda-
tangan SPM (PPSPM) yang
dirangkap oleh Kepala Sub
Bagian/ Kepala Seksi lainnya.

Pembentukan jabatan fung-
sional Analis Pengelola Ke-
uangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Pra-
nata Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara. Salah satu tujuannya
adalah untuk memisahkan
rangkap jabatan antara jabat-
an struktural dan jabatan
fungsional. Pemisahan jabat-
an ini dilakukan agar pejabat
yang ditunjuk mengelola
keuangan negara pada satuan
kerja dapat lebih fokus mela-
kukan pekerjaannya sebagai
pengelola keuangan negara
sehingga antara pejabat pe-
ngelola keuangan terutama
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penandatangan
SPM. Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa serta Benda-
hara dapat bekerja dengan
sungguh - sungguh dengan
tidak dipusingkan oleh tugas
pekerjaan lainnya.

Pembentukan jabatan fung-
sional pada Bendahara Pe-
ngeluaran dan/ atau Benda-
hara Penerimaan juga diper-
lukan agar para bendahara pe-
ngelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dapat

lebih fokus melakukan peker-
jaannya, karena bertanggung-
jawab langsung pada Kuasa
Pengguna Anggaran. Selama
ini, mungkin terdapat rasa
takut apabila terdapat hal-hal
yang berseberangan dengan
pimpinan terkait urusan ke-
uangan atau kegalauan pada
Bendahara satuan kerja kare-
na peran mereka berada se-
bagai bawahan dari pejabat
struktural disamping men-
jalankan peran sebagai Ben-
dahara yang bertanggungja-
wab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran. Pembentukan ja-
batan fungsional khususnya
bagi Bendahara satuan kerja
pengelola APBN ditambah lagi
dengan adanya kewajiban
seorang bendahara harus
memiliki sertifikat bendahara
diharapkan dapat meningkat-
kan profesialisme penge-
tahuan dan kemampuan da-
lam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai
bendahara satuan kerja.

Dengan pembentukan ja-
batan fungsional bagi seluruh
pengelola keuangan negara
ini, diharapkan para pengelola
keuangan negara menjadi
lebih berkualitas, memiliki
intergritas, anti korupsi dan
kemampuan yang tinggi da-
lam mengelola keuangan
Negara, sehingga tercipta
tata kelola pengelolaan ke-
uangan negara yang trans-
paran, bersih, akuntabel dan
dapat dipertanggung jawab-
kan, sehingga kita tidak
mendengar lagi berita menge-
nai anggaran negara  yang
melanggar peraturan , mark
up anggaran  atau anggaran
yang di korupsi. (***)

untuk melaksanakan kegiatan
kementerian/lembaga sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), dan menetapkan peja-
bat perbendaharaan negara
lainnya. Penunjukan Kepala
Satuan Kerja (Satker) sebagai
KPA tersebut bersifat melekat
pada jabatan (ex-officio),
sedangkan kewenangan Peng-
guna Anggaran untuk me-
netapkan pejabat perbenda-
haraan negara lainnya di-
limpahkan kepada KPA. Atas
dasar itulah maka Kuasa
Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan tugasnya da-
pat mengangkat PPK, PPS-
PM dan Bendahara dengan
satu surat keputusan (SK).
Para pejabat perbendaharaan
ini memiliki tugas dan wewe-
nang serta tanggung jawab
yang berbeda. KPA dapat
menetapkan satu atau lebih
PPK dan satu PPSPM untuk
satu DIPA, namun demikian
seorang PPK tidak dapat
merangkap sebagai PPSPM.

Untuk meningkatkan kua-
litas kompetensi dan kehan-
dalan dalam pengelolaan
keuangan negara, terhitung
sejak 1 Januari 2012 untuk
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) harus memiliki ser-
tifikat pengadaan barang dan
jasa (PBJ), bahkan sesuai
Peraturan Presiden Nomor 7
tahun 2016 tentang Sertifikasi
Bendahara pada satuan kerja
pengelola APBN maka ter-
hitung mulai tanggal 20 Ja-

ESUAI dengan
Peraturan Peme-
rintah Nomor 45
Tahun 2013 ten-
tang Tata Cara
P e l a ks a n a a n
Anggaran Penda-
patan dan Belan-

ja Negara serta diatur pula
dalam Peraturan Menteri Ke-
uangan Nomor 190/PMK.05/
2012 tentang Tata Cara Pem-
bayaran Dalam Rangka Pelak-
sanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, disebut-
kan bahwa menteri/ pimpinan
lembaga selaku Pengguna
Anggaran (PA) mempunyai
kewenangan untuk menunjuk
kepala satuan kerja yang
berstatus Pegawai Negeri
Sipil/Aparatur Sipil Negara

S

Revisi UU Pemilu dan Mencari Desain Kepemiluan 2024
pelaksanaan pilpres dan pileg. Namun, dia
menilai  pemisahan tersebut harus me-
nyesuaikan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) karena saat ini ada pihak yang
mengajukan uji materi terkait dengan ketentuan
tersebut.

Pernyataan Baidowi tersebut merujuk pada
langkah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demo-
krasi (Perludem) yang mengajukan uji materi
terhadap UU Pemilu dan dua perubahan UU
Pilkada, yaitu UU No. 8/2015 dan UU No.
10/2016. Permohonan Perludem teregistrasi
dalam Perkara No. 55/PUU-XVII/2019.

Perludem mengusulkan pemilu serentak
tingkat nasional diikuti oleh presiden/wakil
presiden, DPR RI, dan DPD RI, sementara
untuk pemilu serentak daerah diikuti kepala
daerah dan DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Baidowi menjelaskan bahwa
usulan pemisahan pelaksanaan pileg dan
pi lpres karena kendala di  lapangan yang
sangat kompleks ketika keduanya disatukan.

Menurut dia, ketika p ileg dan pi lpres
disatukan, pelaksanaannya hingga dini hari
atau melewati tanggal 17 April sehingga mem-
buat penyelenggara pemilu kelelahan. Selain
itu, "gaung" pileg kalah dengan pilpres sehingga
kampanye yang dilakukan para caleg tidak
maksimal.

Sekretaris Fraksi Parta i NasDem Saan
Mustofa mengatakan bahwa fraksinya
mengusulkan agar revisi UU Pemilu mema-
sukan poin pemisahan penyelenggaraan
pilpres dan pileg.

Menurut dia, fraksinya sudah melakukan
kajian mendalam terkait dengan pelaksanaan
Pemi lu 2019. Misalnya, ratusan KPPS
meninggal dunia ketika melaksanakan tugas
sehingga pihaknya menyimpulkan perlu
dilakukan pemisahaan penyelenggaraannya.

Ia menila i pemisahan penyelenggaraan

kebingungan dalam memilih calon anggota
legislatif karena fokus masyarakat adalah
pilpres. Pada Pemilu 2019, pemilih harus
mencoblos lima surat suara dalam satu waktu.
yaitu presiden/wakil presiden, DPR RI, DPRD
provinsi dan kabupaten/kota, dan DPD RI
sehingga menimbulkan kebingungan dalam
menentukan pilihannya.

Kebingungan para pemilih tersebut diduga
menjadi penyebab tingginya suara tidak sah
dalam Pemi lu 2019. Misalnya, suara sah
Pi lpres 2019 sebanyak 154.257.601, se-
dangkan suara tidak sah berjumlah 3.754.905.
Sementara itu, suara sah Pileg 2019 sebanyak
139.971.260, sedangkan suara tidak sah
mencapai 17.503.953.

Desain Kepemiluan
Berbagai persoalan dalam pelaksanaan

Pemilu 2019 mendapatkan respons dari
kalangan partai  polit ik. Mayori tas setuju
adanya pemisahan pelaksanaan pilpres dan
pileg agar memperkuat sistem presidensial
yang berjalan di Indonesia.

Wacana pemisahaan penyelenggaraan pileg
dan pilpres diungkapkan Ketua Umum DPP
Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Munas
2019 Partai Golkar.

Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa
rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh
partainya selama 5 tahun ke depan, salah
satunya perubahan UU Pemilu untuk memisah-
kan penyelenggaraan pilpres dan pileg.

Ia juga mendorong penyempurnaan sistem
pemilu yang membuka peluang bagi keme-
nangan Partai  Golkar di  dalam pemi lu
mendatang, termasuk dengan sistem
proporsional tertutup. Sekretaris Fraksi PPP
DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa
partainya telah menyiapkan enam poin revisi
UU Pemi lu, salah satunya memisahkan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI bersama
pemerintah dan DPD RI telah menyetujui
sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU)
masuk dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) prioritas 2020, salah satunya adalah
merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu).

UU Pemilu tersebut menjadi payung hukum
pelaksanaan Pemilu 2019 yang terdiri atas
pemilu presiden (pilpres) dan pemilu anggota
legislatif (pileg) yang dilaksanakan secara se-
rentak di seluruh Indonesia.

Pemilu 2019 yang dilakukan secara
serentak menghadirkan l ima pemi lihan
sekaligus, mulai presiden/wakil presiden, DPR
RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan
DPD RI.

Keserentakan pileg dan pilpres tertuang
dalam UU Pemilu Pasal 167 Ayat (3) yang
disebutkan bahwa pemungutan suara di-
lakukan secara serentak pada hari libur atau
hari yang diliburkan secara nasional. Selain
itu, keserentakan Pemilu 2019 juga diatur dalam
Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu, yai tu
pemungutan suara pemilu dilaksanakan se-
cara serentak.

Aturan dalam UU Pemilu tersebut merupa-
kan tindak lanjut Putusan MK No. 14/PUU-XI/
2013, mahkamah menilai norma pelaksanaan
pilpres yang dilakukan setelah pileg telah nyata
tidak sesuai dengan semangat UUD NRI
Tahun 1945 dan makna pemilihan umum yang
dimaksud Pasal 22E ayat (1), (2), dan Pasal
1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Namun, dalam pelaksanan Pemilu 2019,
diwarnai berbagai persoalan seperti
meninggalnya ratusan anggota kelompok pe-
nyelenggara pemungutan suara (KPPS)
karena teknis pemungutan dan penghitungan
suara terlalu panjang dan melelahkan.

Masalah la in adalah pemilih d ihadapi

pi leg dan pi lpres agar beban kerja pe-
nyelenggara pemi lu ringan karena yang
diinginkan adalah mengutamakan kualitas
penyelenggaraannya.

Saan yang merupakan Wakil Ketua Komisi
II DPR RI juga menilai penyelenggaraan pemilu
serentak membuat masyarakat hanya fokus
pada pilpres, sedangkan pileg tidak terlalu
mendapatkan perhatian.

Namun, yang perlu diingat, pelaksanaan
Pemilu 2024, masyarakat tidah hanya lima
pemilihan sekaligus mulai dari presiden/wakil
presiden, DPR RI, DPRD provinsi  dan
kabupaten/kota, dan DPD RI,  ditambah kepala
daerah.

Oleh karena itu, revisi UU Pemilu yang
masuk dalam Prolegnas 2020 akan mengatur
terkait dengan pileg, p ilpres, dan pilkada
sehingga wacana omnibus law menguat untuk
diterapkan dalam UU Kepemiluan.

Desain kepemiluan untuk Pemilu 2024 juga
menjadi  persoalan. Misalnya, usulan
Perludem yaitu desain keserentakan pemilu
yang ideal adalah pemilu serentak nasional
dan pemilu serentak daerah atau lokal.

Usulannya adalah pemilu serentak tingkat
nasional diikuti oleh presiden/wakil presiden,
DPR RI, dan DPD RI, sementara untuk pemilu
serentak daerah diikuti kepala daerah dan
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penjelasan mengapa pemilu serentak
daerah harus dilakukan karena DPRD sebagai
bagian pemerintahan daerah perlu dipi lih
bersamaan dengan kepala daerah sehingga
dukungan rakyat kepada kepala daerah
sejalan dengan kekuatan parpol pengusung.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai
Gerindra Kammrussamad mengusulkan agar
dilakukan revisi UU Pemilu dan UU Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan kedua
UU tersebut disatukan sesuai konsep omni-

bus law. Menurut dia, ada dua wacana yang
berkembang, yakni pertama pemisahan
dengan pendekatan serentak khusus nasional,
yaitu pilpres, DPR RI, DPD RI, dan serentak
daerah: DPRD provinsi, DPRD kabupaten/
kota, dan kepala daerah.

Wacana dua, pemi lu serentak legislatif
(DPR, DPRD, dan DPD) dan pemilu serentak
eksekutif (presiden dan kepala daerah) serta
meninjau ulang kursi tiap dapil dari 3 sampai
10 menjadi 3 sampai 8 maksimal untuk DPR
RI atau sebaliknya.

Ia juga mengusulkan adanya penggunaan
rekap elektronik di Pemilu 2024 agar dapat
memangkas waktu rekapitulasi suara yang
terlalu panjang seperti yang pernah terjadi di
Pemilu 2019. Penggunaan rekap elektronik

juga bisa menjadi solusi meringankan kerja
KPPS sehingga beban kerja tidak terla lu
banyak dan tidak kelelahan seperti yang terjadi
di Pemilu 2019.

Proses administrasi rekapi tu lasi suara
dengan pengisian banyak kertas akan
memakan waktu dan tenaga sehingga ide
penggunaan rekapitu lasi elektronik lebih
masuk akal daripada menambah anggota
KPPS karena belum tentu menyelesaikan
permasalahan.

Oleh karena itu, mengubah desain penye-
lenggaraan pemilu dan penggunaan teknologi
dalam prosesnya, diharapkan dapat me-
ringankan kerja KPPS sehingga meninggal-
nya ratusan anggota KPPS di Pemilu 2019
tidak terulang kembali. (ANTARANEWS)

Oleh: Imam Budilaksono



Pentas #PrestasiTanpaKorupsi
di SMK 57 Jakarta mengatakan
bahwa terbuka kemungkinan
penerapan hukuman mati bagi
korupsi bila masyarakat meng-
hendakinya.

Pasal 2 UU No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tipikor menyebutkan “(1)
Setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara
atau perekonornian negara,
dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun dan
denda paling sedikit Rp200 juta
dan paling banyak Rp1 miliar
(2) Dalam hal tindak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam
keadaan tertentu, pidana mati
dapat dijatuhkan”.

10 Sergap
RAKYAT POS - Selasa, 10 Desember 2019

Yasonna: Hukuman Mati untuk
Koruptor Masih Tataran Wacana

JAKARTA - Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) Yasonna H
Laoly mengatakan penerapan
hukuman mati bagi pelaku
korupsi masih dalam tataran
wacana.

“Pak Presiden bilang kalau

ada wacana itu akan dibahas
nanti, tapi undang-undangnya
sekarang kan ada, tapi belum
pernah dipakai juga,” kata
Yasonna di lingkungan istana
kepresidenan Jakarta, Senin (9/
12).

Presiden Jokowi seusai acara

Dalam penjelasannya tertera
yang dimaksud dengan “ke-
adaan tertentu” dalam keten-
tuan ini dimaksudkan sebagai
pemberatan bagi pelaku tindak
pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan pada
waktu negara dalam keadaan
bahaya sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, pada
waktu terjadi bencana alam
nasional, sebagai pengulangan
tindak pidana korupsi, atau
pada waktu negara dalam
keadaan krisis ekonomi dan
moneter.

“Yang dimungkinkan itu kan
(hukuman mati) kepada orang
yang melakukan korupsi
terhadap bencana alam, tapi
dalam praktik memang pernah
ada (korupsi terkait bencana) di
gempa Lombok, baru ada kasus
seperti itu dan (hukuman mati)
itu kan ancaman maksimal,”
tambah Yasonna.

Yasonna juga tidak men-

janjikan akan ada perubahan
UU sehingga penerapan huku-
man mati dapat diterapkan
lebih luas lagi.

“Ya kan kita lihat saja dulu
perkembangannya, kan ini
masih wacana. Belum ada revisi.
nanti kalau ada giliran itu kita
pertimbangkan, “ ungkap
Yasonna.

Politikus PDI Perjuangan itu
mengakui bahwa pelaku ko-
rupsi terkait bencana alam juga
tidak serta merta langsung
diancam hukuman mati.

“Kemarin di Lombok, kan itu
besarannya. itu semua dalam
pertimbangan. Kalau memang
bencana alam, tapi dia korupsi
Rp10 juta? Ada variabel-varia-
bel yang harus dipertimbang-
kan, misalnya, ada dana ben-
cana alam Rp100 miliar, dia
telan Rp25 miliar, itu seper-
tiganya dihabisi sama dia, ya itu
lain cerita,” tutur Yasonna.

Pembahasan hukuman mati

bagi koruptor itu diawali dengan
pertanyaan seorang siswa kelas
XII jurusan Tata Boga SMK 57
Harli Hermansyah kepada Pre-
siden Jokowi.

“Mengapa negara kita me-
ngatasi korupsi tidak terlalu
tegas? Kenapa gak berani di
negara maju, misalnya, dihu-
kum mati, kenapa kita hanya
penjara tidak ada hukuman
tentang hukuman mati?” tanya
Harli.

“Kalau di undang-undang
ada yang korupsi dihukum
mati ya dilakukan tapi di UU
tidak ada yang korupsi dihu-
kum mati, tidak ada betul Pak
Menkumham?” jawab Pre-
siden Jokowi seraya bertanya
dengan Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H Laoly yang
juga menghadiri acara tersebut.

Yasonna lalu menjawab bah-
wa dalam UU No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) sudah ada aturan
mengenai hukuman mati bagi
pelaku korupsi, tapi penera-
pannya terbatas.

“Kalau korupsi bencana alam
dimungkinan, kalau enggak,
tidak (dihukum mati), misalnya,
ada gempa tsunami di Aceh
atau di NTB kita ada anggaran
untuk penanggulangan ben-
cana duit itu dikorupsi bisa,”
tambah Jokowi.

Namun, Presiden menam-
bahkan sampai sekarang belum
ada koruptor yang dihukum
dengan hukuman mati.

“Tapi sampai sekarang belum
ada (yang dihukum mati)
karena korupsi bencana, belum
ada, yang sudah ada (aturah
hukuman mati) saja belum
pernah diputuskan hukuman
mati meski di UU ada, belum
tentu diberi ancaman hukuman
mati, di luar itu belum ada
undang-undang yang me-
ngatur,” ucap Presiden.(ant)

Empat Kurir asal Malaysia Terciduk Bawa Sabu 37 Kg

LPSK: Perlu Ada Kesamaan
Pandangan Soal “Justice Collaborator”
JAKARTA - Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) menilai perlu adanya
kesamaan pandangan dalam
mekanisme penetapan, peng-
hargaan, dan perlindungan
terhadap saksi pelaku atau
“justice collaborator” dari selu-
ruh aparat penegak hukum
dalam upaya pemberantasan
korupsi.

“Kami rasa perlu ada kesa-
maan pandangan dalam meka-
nisme penetapan, penghargaan,
dan perlindungan terhadap
saksi pelaku dari seluruh aparat
penegak hukum,” kata Wakil
Ketua LPSK Achmadi di Kantor
LPSK, Jakarta, Senin (9/12).

Oleh karena itu, kata dia,
perlunya sebuah regulasi seperti
berupa peraturan presiden
(perpres) sebagai upaya penya-
maan pandangan terhadap saksi
pelaku.

Selain menyamakan persepsi
dan pandangan, untuk me-
nguatkan peran saksi pelaku,
LPSK juga mengimbau kepada
seluruh aparat penegak hukum
seperti kepolisian, kejaksaan,
KPK, dan lembaga lainnya
untuk dapat mengoptimalkan
peran saksi pelaku dalam
pengungkapan perkara tindak
pidana korupsi.

“Kami juga mengajak partisi-
pasi yang besar dari individu
atau semua pihak untuk men-
dukung agenda pemberantasan

korupsi. LPSK mendorong ma-
syarakat untuk tidak takut
bersaksi dalam membongkar
kasus kejahatan korupsi yang
diketahuinya,” ucapnya.

Dalam sudut saksi pelaku
yang ingin membongkar kasus
korupsi, LPSK juga meman-
dang pentingnya peran advokat
atau pengacara yang meme-
gang idealisme tinggi untuk
melakukan pendampingan hu-
kum kepada saksi pelaku dalam
sebuah perkara korupsi.

“Bila perlu dibentuk sema-
cam Lembaga Bantuan Hukum
khusus untuk mendampingi
calon saksi pelaku agar dapat
membongkar sebuah kasus
tindak pidana korupsi yang
tersebut,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil
Ketua LPSK Edwin Partogi
Pasaribu mengatakan hadirnya
UU No 31 Tahun 2014 men-
jadi peneguhan subjek baru
yakni saksi pelaku dalam ke-
tentuan perundang-undangan
di Indonesia.

Artinya, semua institusi yang
terlibat dalam bekerjanya sis-
tem peradilan pidana menjadi
terikat dan wajib melaksanakan
norma-norma yang diatur da-
lam UU tersebut.

Dengan demikian, kata dia,
muatan pengaturan mengenai
saksi pelaku yang ada pada
aturan lain seperti dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung No

Polisi: Mayat Anak Tanpa Kepala Diduga Korban Asusila
PALANGKA RAYA -

Anak di bawah umur yang
ditemukan tewas tanpa kepala
di semak lokasi tambang emas
tanpa izin di Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah pada Jumat (6/12) lalu
diduga merupakan korban

asusila dan pembunuhan.
“Kuat dugaan anak di bawah

umur itu adalah korban asusila,”
kata dokter forensik RSUD dr
Doris Sylvanus Palangka Raya
Ricka saat jumpa pers bersama
Kepala Bidang Humas Polda
Kalteng Kombes Hendra

Rochmawan di Palangka Raya,
Senin (9/12).

Ricka menjelaskan, dari hasil
otopsi yang dilakukan tim dokter
forensik, bagian dubur anak di
bawah umur berjenis kelamin
laki-laki itu mengalami luka
robek selebar delapan centi-
meter. Beberapa bagian tubuh-
nya mengalami luka lebam.

“Korban diperkirakan sudah
meninggal selama tiga hari karena
badannya sudah membengkak
dan kaku saat ditemukan di lokasi
kejadian,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda
Kalteng Kombes Pol Hendra
Rochmawan membenarkan
bahwa kuat dugaan bocah
malang tersebut adalah korban
asusila yang dilakukan oleh
tersangka berinisial A (35) yang
kini sudah diamankan serta
sedang dalam perjalanan
menuju Polda Kalteng untuk
dilakukan pemeriksaan.

“Pelaku pembunuh anak di
bawah umur dengan cara
mengenaskan itu sedang dalam
perjalanan menuju Polda
Kalteng, nanti yang bersang-
kutan akan dimintai keterangan

lebih lanjut,” katanya.
Hendra menjelaskan,

tersangka tinggal satu daerah
dengan korban. Pria yang sudah
berkeluarga itu diduga kuat
mengalami kelainan seks dan
menjadikan bocah laki-laki
malang itu sebagai korban
pelampiasan nafsunya.

Penyidik nantinya akan
melakukan pemeriksaan lebih
intensif terhadap tersangka,
termasuk dugaan kelainan seks
yang dialami tersangka

“Proses hukum tindak pida-
nanya terus berlanjut. Peme-
riksaan terhadap yang bersang-
kutan tetap akan dilakukan oleh
tim dokter nantinya,” bebernya.

Perwira Polri berpangkat
melati tiga ini menegaskan,
kasus ini tidak ada kaitannya
dengan isu yang beredar bahwa
‘ngayau’ atau pemenggal kepala
yang hangat dibicarakan di
masyarakat.

“Kejadian ini memang murni
tindak kriminal dengan kasus
potong kepala, jadi tidak ada
hubungannya dengan isu
ngayau dan sebagainya,”
demikian Hendra.(ant)

4 Tahun 2011, Peraturan Ber-
sama Tahun 2011 dan PP No
99 Tahun 2012 yang mengatur
mengenai Saksi Pelaku yang
bekerja sama tidak relevan
untuk diterapkan karena aturan
tersebut telah diatur dalam UU
No 31 Tahun 2014.

Dalam hal rumusan yang
belum diatur dalam UU atau
peraturan pelaksanaan maka
masih bisa dirujuk sepanjang
tidak bertentangan dengan UU
No 31 Tahun 2014.

Terkait pemberian peng-
hargaan kepada saksi pelaku,
kata Edwin, dalam UU No 31
Tahun 2014 Pasal 10 A ayat (4)
dan (5) secara tegas menye-
butkan bahwa untuk mem-
peroleh penghargaan berupa
keringanan pidana, hanya LPSK
yang diberikan kewenangan
oleh UU untuk memberikan
rekomendasi secara tertulis
kepada penuntut umum untuk
dimuat dalam surat tuntutan
kepada hakim, dan UU me-
minta kepada hakim agar
memperhatikan rekomendasi
dari LPSK.

“Begitu pun perihal menda-
patkan pembebasan bersyarat,
remisi tambahan dan hak
narapidana lainnya, LPSK
diberi kewenangan sesuai UU
yang berlaku untuk mem-
berikan rekomendasi kepada
Menteri Hukum dan HAM,”
ujarnya.(ant) Kasus Pembunuhan Hakim

Medan, 25 Orang Diperiksa
MEDAN - Kepolisian Daerah

Sumatera Utara hingga Senin (9/
12) menyatakan sudah 25 orang
yang diperiksa terkait kematian
Hakim Pengadilan Negeri (PN)
Medan Jamaluddin yang tewas
dibunuh.

“Sudah 25 orang yang diperiksa,”
kata Kapolda Sumatera Utara Irjen
Pol Agus Andrianto di Mako Polres-
tabes Medan, Senin (9/12).

Ia menyebutkan, hingga saat ini
pihak penyidik Polda Sumut ber-

sama dengan Polrestabes Medan
masih terus melakukan penyidikan
untuk mengungkap pelaku pem-
bunuhan terhadap Jamaluddin.

“Kita masih mendalami informasi-
informasi yang ada, alibi-alibi yang
diberikan oleh saksi, informasi-
informasi yang kita dapat dari
analisa hasil pemeriksaan Labfor
serta bukti-bukti yang lain,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Jama-
luddin ditemukan dalam kondisi
tidak bernyawa di sebuah jurang

di Dusun II Namo Rindang, Desa
Suka Dame, Kecamatan Kuta-
limbaru, Kabupaten Deli Serdang,
Jumat (29/11).

Korban yang merupakan Hakim
dan juga Humas Pengadilan Negeri
(PN) Medan, ditemukan warga di
dalam satu unit mobil Toyota Land
Cruiser Prado nomor polisi BK 77
HD warna hitam.

Saat ditemukan jenazah sudah
membiru dengan kondisi terbaring
di posisi bangku belakang.(ant)

32 Perwira Lantamal Dilantik
Jadi Penyidik Tipiter

MANADO - Komandan Pang-
kalan Utama TNI Angkatan Laut
(Danlantamal) VIII Manado Lak-
samana Pertama TNI Gig Jonias
Mozes Sipasulta, mengambil sum-
pah 32 Perwira di pangkalan itu
sebagai Penyidik Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter) di laut.

Danlantamal Gig Sipasulta, di
Manado, Senin (9/12), mengatakan
pada penyumpahan Perwira Pe-
nyidik Tipiter di laut merupakan
wujud dari upaya untuk membina,
memelihara dan meningkatkan
kemampuan sekaligus peningkatan
sumber daya manusia Lantamal VIII.

"Dengan tujuan mempersiapkan
tenaga penyidik yang profesional
di bidang keamanan laut," katanya.

Ia menambahkan sasaran yang
ingin dicapai dari kegiatan ini adalah
meningkatkan pengetahuan, pe-
mahaman, kemampuan dan kete-
rampilan di bidang hukum laut.

Khususnya dalam hal penegakan
hukum di laut yang menjadi tugas
kewenangan TNI AL, terlaksananya
kegiatan operasi keamanan laut di
wilayah kerja Lantamal VIII dalam
rangka penegakan kedaulatan dan
penegakan hukum di laut.

"Serta terlaksananya proses

penyidikan tindak pidana tertentu
di laut sesuai ketentuan, terjalinnya
koordinasi yang baik antara TNI AL
dengan instansi terkait lainnya
dalam bidang penyidikan tindak
pidana tertentu di laut, " katanya.

Puluhan Perwira penyidik yang
berasal dari Mako Lantamal VIII dan
Lanal jajaran, nantinya akan mene-
rima pembekalan diantaranya
tentang keamanan laut, peng-
galangan dan pengendalian wila-
yah pertahanan laut serta pro-
sedur penyidikan, penuntutan dan
pelimpahan berkas perkara ke
pengadilan.(ant)

JAKARTA - Penyidik
Bareskrim Polri menangkap
empat orang kurir narkoba dan
menyita 37 kg narkoba jenis
sabu-sabu yang diduga berasal
dari Malaysia.

Pada Kamis (5/12), Tim 2
Satgas NIC Direktorat Tindak
Pidana Narkoba Bareskrim Polri
menangkap tersangka RY (23)
di parkiran Pelabuhan Sarang
Elang, Panai Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu, Sumut.

RY perannya sebagai pene-
rima sabu-sabu dari laut, me-
ngatur uang operasional
untuk keberangkatan melaut

ke Malaysia, kata Wakil Di-
rektur Tindak Pidana Narkoba
Kombes Pol Krisno Halomoan
Siregar di Mabes Polri, Jakarta,
Senin (9/12).

“Peran RY menerima sabu-
sabu dari laut untuk selanjutnya
diedarkan di Sumatera dan
Jakarta,” katanya.

Kemudian tim menangkap
tersangka AL (23), ZL (37) dan
BM (28) di lokasi yang sama,
ketika para tersangka sedang

menyandarkan sampan untuk
berlabuh.

Dari tangan ketiganya, pe-
nyidik menyita barang bukti tas
ransel berisi 5 kg sabu-sabu, 150
butir pil warna merah diduga
narkoba jenis yaba. Selain itu juga
ditemukan satu kardus berisi
sabu-sabu 5 kg, satu karung berisi
sabu berbobot 27 kg.

Tersangka AL, ZL dan BM
diketahui berangkat melaut
dengan menggunakan sampan

motor. Di tengah laut, mereka
bertemu dengan kapal penyu-
plai milik WN Malaysia. Kemu-
dian terjadi serah terima barang.

“Tanda pertemuan antara
kapal Malaysia dengan sampan
para tersangka, hanya saling
menyorotkan lampu senter
yang diarahkan ke atas sebagai
penanda antara kedua kapal
yang akan bertemu di kege-
lapan malam di tengah laut,”
katanya.(ant)
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Remaja Bawah Umur Terlibat Curanmor, ......................................................

OPD Ada Anggaran, Sah-sah Saja, ...............................................................
berapa honorernya, apa saja
kualifikasi pendidikannya, terus
berapa idealnya. Nanti kami
akan lihat OPD mana yang
banyak dan yang kurang, nah
ini akan kita ratakan," ungkap-
nya, Senin (9/12/2019).

Selain itu pada tahun 2020
nanti, pihaknya juga akan
memberlakukan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) tahunan yang
ditandatangani oleh atasan
langsung.

"SKP ini memang seharusnya
untuk PNS tapi khusus di
bangka kita berlakukan juga
untuk honorer karena sudah
masuk BKD. Tapi ini kita
lakukan secara bertahap dan
akan dibuatkan perbupnya,"
tambah Baharita.

SKP tersebut juga akan
menjadi indikator bagi pegawai
honorer untuk diperpanjang
atau tidak kontraknya.

"Nanti kalau dari SKP itu
hanya beberapa saja yang
dikerjakan maka akan dijatuhi
hukuman disiplin, bagi honorer
kita akan laporkan ke OPD
masing-masing. Terserah mau
diapain karena bukan urusan
kita lagi. Selama ini kita tidak
punya alat ukur terkait kinerja
honorer, dengan aplikasi ini kita
bisa menilai layak atau tidak,"
terangnya.

Selain itu kedepan Pemkab
Bangka akan melakukan kerja-
sama dengan pihak ketiga dalam
perekrutan tenaga honorer
sehingga tidak menimbulkan
kegaduhan.

"Kedepan untuk honorer ini
kita kerjasama dengan pihak
ketiga. Jadi bukan lagi belanja
pegawai tapi belanja barang dan
jasa, ini kita ajukan lagi per-
bupnya, kalau sudah ada tinggal
lelang saja sama seperti daerah
lain," tukasnya.

Ia menilai perangkat daerah
punya kebutuhan untuk me-
ngisi aparaturnya yang kosong
dengan tenaga kontrak.

"Tiap tahun kita selalu ajukan
ribuan ke pusat untuk rekrut
CPNS tapi yang diizinkan cuma
seratusan. Jadi tentu tenaga
honorer diperlukan untuk

menutupinya, belum lagi ada
yang pensiun," tegas Baharita.

Selama ini untuk perekrutan
tenaga kontrak tersebut
dilakukan oleh tiap-tiap OPD
tergantung dari kebutuhan dan
anggarannya.

"Jadi honorer ini tergantung
OPD, kalau punya anggaran
dan ada pekerjaan yang harus
dibantu oleh honorer sah-sah
saja. Jadi bupati tidak tau
dimana dan harus ada honorer
apa tidak," tutupnya.

Alasan Sulit Terima
Seperti dilansir, sejak awal

kepemimpinan Bupati Bangka,
Mulkan, terjadi perekrutan
tenaga kontrak atau honorer
secara besar-besaran melalui
proses tertutup di lingkungan
Pemkab Bangka. Hal ini
mendapat sorotan dan kritikan
pedas dari anggota legislatif.

Anggota DPRD Bangka, Mag-
rizan, mengaku sulit menerima
alasan Bupati bahwa rekrutmen
tenaga baru tersebut untuk
menurunkan angka kemiskinan
dan pengangguran di Kabu-
paten Bangka.

Dari data yang didapatinya,
pada akhir tahun 2018 ke-
naikan jumlah honorer me-
ningkat dari 2150 orang
menjadi 2985 tenaga kontrak/
honorer. Artinya, belum genap
menjabat 2 tahun,  total
penambahan tenaga kontrak
atau honorer baru Pemkab
Bangka berjumlah 835 orang.

"Jumlah itu belum termasuk
dengan guru dan tenaga admin
sekolah yang tersebar di Kabu-
paten Bangka. Tentu dengan
jumlah itu tidak sedikit anggaran
APBD yang terkuras dan bisa
mencapai lebih dari Rp77 miliar
per tahun," terangnya kepada
wartawan.

Jika terkait dengan alasannya
untuk mengantisipasi pensiunan
sebanyak 158 orang dan me-
ngurangi angka kemiskinan dan
pengangguran, itu pun sulit
diterima Magrizan.

"Apalagi penerimaannya di-
lakukan secara diam-diam dan
tertutup," singgungnya, Kamis

(5/12/2019).
Magrizan mengatakan, solusi

menurunkan angka pengang-
guran bukan menerima honor-
er tapi memberikan keteram-
pilan dan pelatihan kepada
masyarakat serta UMKM mau-
pun bantuan modal sehingga
timbul entrepreneur baru.

"Kalau menerima honorer
secara besar-besaran tentu akan
membebani APBD kita, apalagi
saat ini dalam kondisi tidak
sehat. Kalau kita beri pelatihan
dan modal, maka akan ada
pengusaha baru dan mening-
katkan investasi yang bisa
menciptakan banyak lapangan
kerja bagi masyarakat Bangka,"
lanjutnya.

Politisi Partai Hanura ter-
sebut mempertanyakan alasan
bupati melakukan perekrutan
secara tertutup melalui satu
pintu saja.

"Jika memang benar alasan
kebijakan rekrutmen honorer
seperti yang disampaikan,
mengapa prosesnya tidak
dilakukan secara transparan.
Ini menjadi pemikiran kita,
apakah ini bentuk balas jasa
kepada penduduk waktu pil-
kada kemarin," sindir Magrizan.

"Ada guru honor dibayar
Rp900 ribu sampai Rp1,1 juta
perbulan walau sudah meng-
abdi 10 sampai 20 tahun.
Padahal mereka juga bermimpi
diangkat menjadi honorer, tapi
tidak bisa karena mereka bukan
pendukung dalam pilkada atau
tidak ada kedekatan dengan
kepala dinas," sindirnya.

Padahal, pasca berlakunya
UU Nomor 5 tahun 2014
tentang ASN dan PP 49/2018
tentang Managemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK), pemerintah dae-
rah dilarang untuk merekrut
tenaga kontrak/honorer atau-
pun sejenisnya.

Ditambahkan Magrizan, dari
penjelasan Kepala BKPSDMD
Bangka saat pembahasan di
DPRD, mulai tahun 2023
tenaga kontrak/honorer di
lingkungan Pemerintahan Ka-
bupaten Bangka akan ditiada-

kan, hal ini mengacu UU 5/
2014 dan PP 49/2018 yang
hanya mengatur PNS dan
PPPK saja.

"Dengan aturan itu, siapa saja
berhak ikut tes P3K itu. Namun,
apakah honorer hasil rekrut-
men saat ini yang lebih diuta-
makan? Bagaimana dengan
nasib honorer yang sudah
bekerja 10 atau 20 tahun dan
mungkin tidak mempunyai
kemampuan computer/IT?
Apakah semua honorer sudah
mendapatkan informasi ten-
tang aturan itu?" tanyanya.

"Mau dikemanakan saudara-
saudara honorer kita yang tidak
masuk P3K nantinya," timpal
Magrizan lagi.

Oleh karena itu, ia meminta
Pemkab Bangka segera meng-
hentikan dan evaluasi kebijakan
rekrutmen yang tersebar di
semua OPD, serta berkoor-
dinasi dengan DPRD yang
memiliki kewenangan di bidang
anggaran dan pengawasan.

"Untuk kedepan sebagai
saran apabila pemda memang
dirasa penting untuk merekrut
tenaga kontrak atau honorer
sebaiknya dilakukan secara
transparan dan objektif. Jangan
sampai muncul anggapan
bupati tidak mampu membuka
lapangan kerja bagi masyarakat,
sehingga solusinya hanya
melakukan rekrutmen honorer
secara serampangan dari go-
longannya tanpa memper-
timbangkan efektivitas, efi-
siensi, profesionalitas dan
keadilan," tandas Magrizan.

Sementara, Bupati Bangka,
Mulkan, mengatakan kebijak-
an perekrutan tenaga kontrak
tersebut untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi
perekonomiannya.

Disamping itu, perekrutan
dapat mengurangi jumlah
pengangguran di Kabupaten
Bangka.

"Jumlah pengangguran kita
berkurang, perekrutan ini juga
tidak sembarangan, kita pilih
yang memang memiliki ke-
ahlian dan rata-rata sudah S1
semua kok," tutupnya. (mla/6)

Mio Soul BN 7119 FI  milik
Veronica Andini (19) seorang
Mahasiswa warga Petaling,
Kabupaten Bangka.

Peristiwa pencurian ini
terjadi di kosan korban di Jalan
Letkol Soleh Ode Gang Merak
Kelurahan Kacang Pedang,
sekira pukul 01.40 WIB.

Ketika itu pelaku mengambil
motor korban yang sedang
diparkir dalam kondisi stang
tidak terkunci. "Langsung di
buka semua, agar tidak mudah

dikenali," ujarnya.
Dirinya melakukan pencu-

rian, lantaran tidak mempunyai
uang. "Kerja serabutan kadang
kuli bangunan kadang jaga
kebun," katanya lagi.

Menurut Re, untuk meng-
hindari kejaran petugas dirinya
selalu berpindah-pindah
tempat persembunyian.

"Biasa lari ke hutan, pondok
kebun dan terakhir pulang ke
rumah orang tua, sebelum
ditangkap," tukasnya.

Usai menangkap pelaku,
polisi juga mendapatkan barang
bukti motor curian yang
disimpan pelaku di Jalan Saleh
Ode, sedangkan spakbor motor
disimpan pelaku di hutan Tua
Tunu.

"Berawal dari informasi
warga sekira pukul 00.40   Pagi
yang memberikan informasi
bahwa pelaku pencurian mo-
tor sedang berada dirumah or-
ang tuanya dan tim buser lang-
sung melakukan penangkapan,"

kata Kabag Ops Polres Pangkal-
pinang Kompol Jadiman
Sihotang, Senin (9/12/2019).

Pelaku merupakan TO (Tar-
get Operasi) Tertib Menum-
bing 2019 yang digelar Polres
Pangkalpinang.

"Target operasi tertib me-
numbing adalah pelaku
kejahatan pencurian dengan
pemberatan, pencurian disertai
kekerasan dan pencurian
kendaraan bermotor," tutup
Jadiman. (Unt/6)

Kapolres Basel & Jajaran Nobar Film Sang Prawira
PANGKALPINANG -

Keluarga besar Kepolisian Resor
Bangka Selatan menggelar
kegiatan nonton bareng (No-
bar) film 'Sang Prawira', Sabtu
(7/12/2019) sore lalu di Bess
Cinema Kota Pangkalpinang.
Sekadar diketahui film besutan
sutradara Ponti Gea dan penulis
naskah Onet Adithia Rizlan ini
dibintangi oleh para pimpinan
tinggi negara seperti beberapa
menteri dan pejabat daerah.

Serta anggota Polri seperti
Ipda Aditia ACP, Ipda Dimas
Adit S, Ipda M Fauzan Yonan-
ndi hingga pimpinanan tertinggi
Polri yang kini menjabat Men-
dagri Tito Karnavian. Selain itu
ada juga Anggika Bolsterli,
Luhut Binsar Pandjaitan,
Yassonnah H Laoly, Ganjar
Pranowo, Irjen Dr Eko Indra
HS, Irjen Agus A dan Mayjend
TNI M Sabrar .

Film ini merupakan kerja

sama studio produksi MRG Film
dan Mabes Polri. Film ini ber-
cerita tentang kisah hubungan
antara orang tua dengan
anaknya, perjuangan dan cita-
cita. Serta pengabdian pada
negara dan soal cinta. Film ini
menceritakan seorang pemuda
bernama Horas (IpdaA Dimas
Adit S), yang lahir di sebuah
kampung di tepian Danau Toba,
bercita-cita menjadi polisi.

Namun keinginannya sempat

ditentang oleh ayahnya lan-
taran sang ayah ingin Horas
menjadi pengusaha sukes. Agar
bisa mengubah status sosial
keluarga dari ekonomi bawah
menjadi strata menengah ke
atas. Cerita makin menarik
dengan kisah cinta Horas dan
Nauli (Anggika Bolsterli) yang
romantis dan rumit. Kapolres
Bangka Selatan AKBP Stanislaus
Ferdinand Suwarji mengatakan
bahwa film ini berhasil meng-

aduk-aduk perasaaan.
"Karena sang pemeran utama

Horas, kehilangan ibu, pacar
dan sahabat. Meski demikian
hidup harus tetap berjalan. Film
ini sangat baik, menunjukan
sebuah karakter yang tangguh
serta prinsip hidup yang kuat,"
ujarnya dalam rilis kepada
wartawan Senin (9/12/2019).
Film ini juga mengingatkan
bahwa harus tegar menghadapi
kenyataan. Kapolres menam-
bahkan, film sang prawira di-
harapkan dapat memotivasi
masyarakat.

Apalagi banyak pesan positif
yang juga bermanfaat bagi
anggota kepolisian.

"Selain sebagai motivasi, giat
nobar ini untuk meningkatkan
kebersamaan. Sehingga dengan
adanya kebersamaan maka
komunikasi anggota ataupun
pimpinan semakin lancar,"
pungkasnya. (raw/6)

Ketua DPRD Menangis Dengar Penderitaan Palestina, ....
beramal jariah untuk mem-
bantu saudara-saudara kita di
Palestina,  tadi bagaimana
Syekh Oday sudah men-
jelaskan bagaimana kondisi
yang sebenarnya terhadap
penderitaan saudara kita se-

PT AKS Dikabarkan akan Ekspor 150 Ton Timah, ...........
sudah terbit,” kata pihak TKS.

Menurutnya, surat hasil survey
dari surveyor juga telah dilengkapi
PT AKS. Sehingga rencananya
besok siang kapal pengangkut
timah lebih kurang 6 kontainer itu
akan segera berlayar.

Sayangnya wartawan harian
ini belum mendapatkan
konfirmasi langsung dari PT

timah batangan tersebut sudah
siap diekspor dan telah
ditransaksikan di bursa timah.
Dengan begitu sudah ada buyer
atau pembeli yang membeli
timah dimaksud.

“Jadi timah itu sudah dibeli,
sudah lengkap dokumennya
makanya bisa masuk gudang.
Bukti Simpan Timah (BST) pun

iman, se-aqidah dari Palestina
terhadap kekejaman Zionis Is-
rael," ajaknya.

"Kita mengetuk perasaan
kita, hati kita untuk membantu
meringankan beban pende-
ritaan daripada saudara kita.

Mudah-mudahan ini akan
menjadi amal jariah kita. Dan
ingat saudara-saudara ku,
Negara Palestina adalah salah
satu negara yang mengakui
kemerdekaan RI," pungkasnya.
(ron/6)

Hasil Verifikasi CPNS Diumumkan 13 Desember, ...........................................
nya, BKPSDM bekerja ekstra
untuk melakukan verifikasi
sebab jumlah pendaftar CPNS
tahun ini cukup banyak yakni
3383 orang.

"Insya Allah segera kita
umumkan hasil verifikasi
administrasinya. Pengumuman
akan dilakukan pada tanggal 13
Desember mendatang. Dari
3383 orang yang mendaftar,

hanya 3704 peserta yang
meng-upload berkas. Sisanya
tidak melampirkan berkas.
Mereka tentunya tidak lulus
adminstrasi," ujar Eko.

Menurut Eko, pihaknya
kemungkinan mengumumkan
hasil tersebut melalui media,
baik itu media massa maupun
via email masing-masing
peserta. Pengumuman juga

akan muncul di website BKP-
SDM dan website resmi BKN.

"Sejauh ini tidak ada kendala.
Tempo hari memang server
sempat nge-down pas puncak
penutupan pendaftaran, tapi
hanya setengah hari. Semuanya
berjalan lancar," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah
Kota (Pemkot) Pangkalpinang
mendapatkan jatah 166 kuota

untuk penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
tahun 2019. Kota Pangkal-
pinang mengusulkan 897
formasi dengan kuota 70 persen
untuk penerimaan P3K dan
sisanya untuk CPNS.

Dari 166 tersebut terdiri dari
tenaga teknis 102 posisi, tenaga
kesehatan 61 posisi dan tenaga
pendidikan 3 posisi. (bum/6)

oleh masyarakat Kenanga.
Dikatakan Mendra, jika

tenggat waktu yang diberikan
tak jua direalisasikan oleh PT
BAA, maka sesuai kesepakatan
yang ada pihak perusahaan

PT BAA Diberi Waktu 3 Bulan, ........................................
diminta menghentikan opera-
sionalnya untuk sementara.

"Sesuai dengan kemarin yang
kita sepakati apabila polusi
berupa bau itu selepas dari
tanggal 8 Maret 2020 masih

terjadi, itu akan ada evaluasi
sampai putusannya keluar,
perusahaan akan berhenti
operasionalnya untuk semen-
tara waktu," tandasnya.
(2nd/6)

AKS. Salah satu pimpinan di
perusahaan itu, Yul ketika
dihubungi masih belum
terhubung. Pesan konfirmasi
yang dilayangkan tadi juga
belum diresponnya hingga be-
rita ini diturunkan. Sedangkan
perwakilan pihak manajemen
lainnya, Mus masih diupayakan
untuk dikonfirmasi. (red/1)

ASN dan Anggota Dewan Wajib Mundur
TOBOALI – Berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 18
Tahun 2019 tentang Penca-
lonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota,
mantan terpidana korupsi
diperbolehkan untuk maju
sebagai peserta Pilkada.

Sedangkan bagi Pegawai
Negeri Sipil dan anggota
Legislatif yang berniat maju
wajib mundur.

Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangka
Selatan, Amri R menyatakan
sesuai dengan PKPU yang telah
diberlakukan pada 2 Desember
2019 lalu, ada beberapa aturan
yang ditetapkan seperti misal-
nya peserta pilkada eks nara-
pidana diperbolehkan untuk
turut serta sebagai bakal calon

kecuali mantan terpidana
bandar narkoba dan mantan
terpidana kejahatan seksual
terhadap anak.

"Selain terpidana narkoba dan
pelaku kejahatan seksual, PKPU
ini juga mewajibkan agar Legis-
lator dan ASN untuk terlebih
dulu mengundurkan diri," ujar
Amri pada Senin, (9/12/2019).

Di sisi lain, Amri berharap
dalam pelaksanaan Pilkada
2020 ini semua pihak terkait
dapat mengindahkan dan
mengikuti semua aturan
sehingga tak mengalami
kendala saat Pilkada Bangka
Selatan 2020 berlangsung.

Senada dikatakan Komi-
sioner KPUD Basel Artinya,
para legislator dan ASN wajib
mundur jika telah ditetapkan
sebagai bakal calon Bupati atau
Wakil Bupati.

Selain itu, kata Rahmad, bakal

calon mantan narapidana juga
wajib menyampaikan secara
terbuka ke media nasional atau
media lokal.

Menurutnya saat ini KPU
telah menyiapkan helpdesk
terkait sistem informasi pen-
calonan (SILON) serta melaku-
kan proses seleksi tenaga pendu-
kung pada Pilkada Serentak
Kabupaten Bangka Selatan
tahun 2020 mendatang. Saat ini
sejumlah parpol sedang mem-
proses nama nama kandidat
yang mendaftarkan diri sebagai
bupati maupun wakil bupati.
Seperti di Partau Gerindra,
PDIP serta Partai Golkar.
Sejumlah nama kandidat yang
telah mendaftarkan diri di
beberapa parpol adalah Riza
Herdavid, Sofian AP, Samsul
Bahri, Rina Tarol, Nursamsu,
Sipioni, Jamro, Rizani Usman,
Supriyadi Jamhir, Suwandi,
Suhardi Joy, Alpian Arohman,
Arifin Noor. (raw/6)

Komisi I Apresiasi Kejari Belitung
Raih Predikat WBK dan WBBM

PANGKALPINANG - Ketua Komisi I
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Hellyana memberikan apresiasi atas prestasi
yang diraih Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung
yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) selama dua tahun
berturut.

"Yang mengeluarkan (predikat-red) ini kan
Kemenpan RB, dan mereka mengeluarkan
indikator ini kan cukup ketat yang berlaku
satu tahun, dan mereka akan melakukan
evaluasi kembali," kata Hellyana saat
dikonfirmasi wartawan melalui telepon
seluler, Senin (9/12/2019).

Atas prestasi ini, disampaikan dia, pihaknya terus
memberikan dukungan kepada Kejari Belitung agar
tetap berkomitmen dari hati yang kuat dalam
menjaga predikat ini.

"Artinya dari hati sudah punya niat, punya
komitmen karena memang menyadari kalau
korupsi ini sudah Crowded di negara kita, hasil survei
pun kita angka dua, angka tiga," terangnya.

Predikat yang diraih oleh Kejari Belitung ini,
diungkapkan dia, dapat menjadi contoh teladan bagi
instansi pemerintah lainnya untuk menghindari tindak
pidana korupsi dan dapat meraih prestasi yang sama.

"Jadi maksudnya, biar yang lain-lainnya itu ada
lah penghargaan berupa tunjangan, entah apa,
karena prestasi ini kan luar biasa, jadi yang lain-lain
ini kan terpacu melakukan hal yang sama,"
tukasnya. (ron/6)

Kejati Babel Bagikan Stiker
HAKS Dikira Razia

PANGKALPINANG -
Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung (Kejati Babel)
menggelar Hari Anti Korupsi
Sedunia (HAKS) Tahun 2019 di
halaman Kejati Babel, Senin (9/
12/2019).

Upacara Hari Anti Korupsi
Sedunia kali ini dipimpin oleh
Wakil Kepala Kejati (Wakajati)
Babel, DT. Sidabutar dan diikuti
oleh para Asisten, Kasi dan
seluruh pegawai Kejati Babel.

Kegiatan yang mengusung
tema "Bersama Melawan Ko-

rupsi Mewujudkan Indonesia
Maju", ini diikuti oleh para
Asisten, para Kasi dan para
Kabag, serta seluruh pegawai
Kejati Babel.

Wakajati dalam upacara ini
membacakan amanat Jaksa
Agung Republik Indonesia.

Usai kegiatan upacara, dilan-
jutkan dengan pembagian stiker
kepada masyarakat maupun
pegawai instansi pemerintahan,
kepolisian dan TNI yang
melintasi jalan di depan Kantor
Kejati Babel.

Menariknya, pengendara
mengira adanya razia ken-
daraan dalam pembagian stiker
kali ini. Bahkan, sakit takutnya
terlihat dari jauh sang sopir
sempat menghentikan mobil
karena takut ada razia.
"Waduh, ada razia ya," celetuk
seorang mobil truk.

Setelah dijelaskan oleh
seorang pegawai kejaksaan
barulah sang sopir truk ini
paham. "Kami bukan razia pak,
tapi bagi-bagi stiker," tukasnya.
(bis/6)


